GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/592/V1.02/HK /2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

a. bahwa untuk meclaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang Undang Nomor & Tahun 2023 dan Pasal 112 avat (1)
Peraturan PFemenntah Nomor 12 Tahun 2019 itentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan
Rancangan Peraturan  Bupatt Lampung Timur  tentang
Pemjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan evaluasi oleh
Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati;

bahwa Ewvaluasi yvang dilakukan olech Gubernur sebagaimana
dimaksud pada hurufl a tersebut di atas, untuk menguj
kesesnaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggl, kepentingan umum, Perubashan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Perubahan Kebijakan Umum APBD dan
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta
Rencana Pembangunan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah hkabupaten Lampung Timur lentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
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w
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. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Megara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomeor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587, secbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomeor 2 Tahun 20322 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusatl dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor b4 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 6224):

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan [Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah RNomor 35 Tahun 2023 tentang hetentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
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. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781});

Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah, Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun
2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur
sebagai Walal Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 972).

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN
FPERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
EANCANGAN PERATUREAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELAN.JA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023.

Hasil Ewvaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan
Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 scbagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
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Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan
penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tabhun Anggaran 2023 dan Rancangan
Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran
Perubahan Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud
Diktum Kesatu paling lambal 7 (tujuh) hari sejak diterimanya
Keputusan ini.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu
tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten
Lampung Timur, dan Bupati Lampung Timur menetapkan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi
Peraturan Daerah dan Rancangan Peraluran Bupati Lampung
Timur tentang Penjabaran Perubahan Anpggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati
Lampung Timur, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam
Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan
Dana Transfer Umum sesuai dengan ketenmtuan peraturan
perundang-undangan.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati
Lampung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yvang
lelah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan evaluasi
sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan
Daecrah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
sctelah mendapatkan Nomor Regster dan Gubernur.
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati
Lampung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 vang
telah ditctapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati
Lampung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur
Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian han ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mesfinyva.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal 106 o¥%e¥er 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

Y

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
I. Menten Dalem Negen Bepublik Indonesa di Jakarta:
2. Menter Keuangan Republik Indanesia &1 Jakarta;
3. Kepela Badan Pemerkss Keuangan Republik Indonesia Peramlalan
Frovin= 1.;1.111.'FL|1.15 i Handar I.‘II'I'IFI'I.I.I.'IFT
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Timuwr di Suksclana;
5. Inspeltur Provins Lampung di Handar Lampung;
6. Kepala Bire Hubum Sebkrerarial Daceah Provinsl Lamwpung di Basdar Lampung.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/592/VI.02/HK /2023

TENTANG

EVALUAS]I RANCANGAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

TENTANG PERUBAHAN

PERATURAN

ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
LAMPUNG TIMUR TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAERAH TAHUN

DAN BELANJA
ANGGARAN 2023

2023 DAN

HASIL EVALUASI RANCANGAN FERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.JA
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023 DAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

TENTANG PENJABARAN

PERUBAHAN ANGUGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

KEBLIAKAN UMUM

ANGGARAN 2023

Berdasarkan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 dan Pasal 112 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus mendapat evaluasi
Gubernur sebelum ditetapkan Bupati, untuk itu dalam proses pelaksanaannyva

agar memedomani:

A. Tahapan dan jadwal proses penyusunan Rancangan sebagaimana tercantum
dalam Tabel |, sebagai berikut:

Tabel 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

i . Penctapan f Perseiujuan f Surat Heterangar
N Um“n d it T T
o Nomor | Tanggal
| i 2 3 4
I | Reviu Perubahan TO0/O5T f03-3K 13022 27 JULL 2023 | Telah sesuai
REPD (Sebelum penetapan
| _R KT .
2 | Perubahan Rencana | 19 TAHUN 2023 V1 ACGUSTUS 2053 Tidak sesuai
Kere Pemenntah {pahng Liomibat

Dinerah (REKPLY

rreirygg 11 bulan

Sl




o

Pene i
. Hrsi lapﬂ.u,r'ﬁ:m_u_t.ujuan,fiuﬁL Keterangan |
. Nomaor Tanggal !
1 2 3 4 |
a | Reri Perababan 700,710/03 5K, 2023 14 AGUSTUS 308 | Telal sesuai,
KUA-Perubahan PPAS [sebelum
Penyampatan
' Rancangan KUA dan
Rancangan PPAS
wvleh Ketua TAPD
kepada Kepala
o acrah)
4 | Surat Bupati perihal P00/I0523- 5K2023 i Tidak sesuai,
::.;?’-yumpu:‘m |paling larmbat
CATLEE ey I bulan
Perubahan KUA dan Agustus)
Hancangan
Perubahan PPAS
Kepada DPRD
5 | Kesepakatan antara Sh/ 2023 |2 SEFEMBER 2023 | Tidak sesuai,
Kepela Daerah dan 203/04/DPRDY XA {paling larmbst
DPRDY atas minggu Il bulan
Ranmnga.n}mﬁ o) 903/05/ DPRO; 2023 Agustus]
Rancangan
Perubahan PPAS
6 | Reviu Perubahan RKA T00,/800/02-3K /2023 15 SEFT 2023 | Tidak scsuai,
Penyampaian
Rancangan Perda
trntang Peraobahan
APHD oleh Kepala
Diaerah kepada
DPRD paling kambet
Minggu I bulan
Agustus)
7 | Peayampaian an0/ 1022 /23 8K /2023 14 SEFT 2003 | Telah Seaual,
Rancangan Perda b [Paling lambat
tentang Perubahan Minggu I bulan
APBD vleh Kepala September bagi
Daerah kepada DPRD darrah vang
| menerapkan 5 {Hma)
hari kerja por
minggEy
ssibgpaay 903 /07 DPRD /IR, 2023 MARTIRNIE .,
DPRD dan Kepala paling lambat 3 [tiga)
Daerah | bidain sebeluim |
Tahun Anggaran
berkenaan berakhir |
4 | Menvampaikan 900/ 108123 5KA023 o7 SEPT 23 Telah Sesua
Rancangan Perda paling lambat 30
tentang APBD dan Sepember

Rancangan Perkadas
tentang Penjabaran
APBD kepada
Cubernur untuk
cirvalussi




Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa tahapan yang tidak sesuas
dengan ketentuan peraturan perundang undangan, untuk itu Pemenntah
Kabupaten Lampung limur agar berpedoman pada tahapan dan jadwal
proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan butir
F.1.a.8]).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023,

. Kebjjakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
dalam APBD

1. kebijakan Pendapatan Dacrah

Penganggaran target pendapatan daerah harus berdasarkan pada
perkiraan yvang terukur secara rasional yvang dapat dicapai untuk
setiagp sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian dan
berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai
ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran target Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan
uang melalui Rekening Kas Umum Dacrah (RKUD) yvang tidak periu
dibayar kembali olech daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan diakui scbagai penambah
ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran
sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan bultir C.1,
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023.

Penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Meodal
memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal
pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan jumlah total
penyvertaan modal Pemerintah Daerah dan memperhatikan peroléehan
manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaal lainnya dalam jangka
waktu tertentu, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah,
dan butir C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada
BUMD vang kinerjanva belum memadai {performance based), harus
dilakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/ sebagian aset
dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan
Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan kcuangan
perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah.



d.

g

Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain
adalah mendulung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalul
inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan
ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

2. Kebijakan Belanja Daerah

2.

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan jangka
menengah daerah sesual dengan prionitas dan kebutuhan daerah yang
beronentas: pada Rencana Pembangunan Daerah pemenuhan
kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan
dasar dasar dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai Ketentuan
butir D.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

. Belanja untuk pemenuhan urusan wajib vang terkait dengan

pelayanan dasar disesualkan untuk pencapalan Standar Pelayanan
Mimmal (SPM). Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan
urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar
dan wrusan pemerintahan pilihan  setelah mempertimbangkan
pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan waiib yvang terkait
dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud butir D.2 Lampiran
Peraturan Mentern Dalam Negernn Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan
berdasarkan target Kinerja pelayanan publhik tap-tiap urusan
pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan jangka
menengah daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan
pemeraltaan antlar perangkal daerah atau berdasarkan alokasi
anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnyva sebagaimana dimaksud
butir .3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

. Penganggaran belanja daerah harus mendukung target capaian

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesual dengan
kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai
pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan
daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka
penanganan Corona Virus Disease 2019 {COVID-19) dan dampaknva
terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-
19 di berbaga: aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, keschatan,
sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud butir D.5 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penvusunan APBD Tahun Anggaran 20023,

Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional,
analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
butir D, 10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,
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3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan vang perlu dibavar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya, sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
dan butir E Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023,

KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN
KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah semula sebesar
Rp2.171.466.776.687,00 bertambah sebesar Rpl121.533.310.293,00 menjadi
sebesar Rp2.293.000.086.980,00 dirinci sebagaimana tercantum dalam

Tabel 2 sebagail berikut:



Tabel 2
Pendapatan Daerah
= % dan Tamet
Seliath Targe: hﬂﬂ-ﬂ]ﬁ]ﬂﬂiﬁﬁh B! Mershakan AFHLD
APBD Tahun Anggeran 2023 Perubnhin APED Perubmhen AVIL Tahun Anggaras
Uraian el L TMTW 2033 | Tebun """““‘"‘I 2023 | 2603w Targst R ey BT ans]
ﬂihl dan T AFRE el Semester 1 APHELY
Tangel Realinasi Semestier | {Rp i o
1 2 3 4=32 5 §e5-2 Febicd 853
PENDAPATAN DAERAH 2.171.466.776,687,00 B53.200,587.736,00 3938 | 2.203000.086 960,00 121,539, 31 0.203 00 5,60 268,12
e Asli Dapruh 49,476, : 650,150,420, 263, , 543
elapitun G} BE655,168.00 41.330.149.476,00 2050 | 235.659.150.420,00 24,362 504 254,00 11,48 &7
Pajak Daerah 75.100,008,000,00 2311 8.537,687,00 42,41 B0, 100.000,000,00 2,000, D00 OO0, 00 2,56 241,85
' Retribuni Daersh §.824.300,000,00 1.179.16%,9325,00 20,97 5,624, 300, 00,00 3 0.00 476,97
m :m:.I: :?:i:m 39.716.510,000,00 ; .00 39.716.510.000.00 7 0.00 i
Lasn-Lain Perudapetan Asl
el P 9.032.04 | 854,00 14,27 110,218, 344 42000 22,262 504 254,00 25,31 1220,50
Pendepatun Transfer 1960070121 621,060 B11.679 4348.3600,00 4] .42 2.057.340. 937 560,00 o7, 270, B06.039,00 4 gy 253 A0
Fendapatun Transfer Pemerintih |y 515.151.996.502,00 | 784.209.140.929,00 42,10 | 1.911.576.196.614,00 6,444, 200.111,00 53 250,14
P'D H""”‘“I Transter Antar 144.938.175.018.00 AT.670.297.331,00 3280 145 764, TAD G600 26 605 920,00 | 0,57 308,78

Laim-Lain Pendapotan Dasrah
Yang Sah

-

Pendupatan Hibah

Lain-lain Pendepatan Sesuoi
dengan Ketentunn Peretumsn
P:mnd:ns—_ﬂndmm

Lain-Lain Pendapotan Deerah
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Berdasarkan tabel di atas kebijakan pendapatan daerah, yaitu:
1. Pendapatan Ash Dacrah (FAD)

PAD  sgemula sebesar Rp211.396.655.166,00 bertambah sebesar
Rp24.262.504.254,00 menjadi sebesar Rp235.659.159.420,00 atau 10,28%
dari lotal pendapatan daerah sebesar Rp2.293.000.086.980,00 diuraikan
sebagai berikut:
a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daecrah semula sebesar
Rp78.100.000.000,00 bertambah sebesar Rp2.000.000.000,00
menjadi  sebesar Rp30.100.000.000,00 atau 3,49% dari total
pendapatan  daecrah  scbesar  Rp2.293.000.086.980,00 vyang
diuraikan sebagai berikut:

a) Pajak Hotel sebesar Rpl50.000.000,00;

b) Pajak Restoran semula sebesar Rp2. 150.000.000,00 bertambah
schesar Rp25.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.175.000.000,00,

¢) Pajak Hiburan sebesar Rp100.000.000,00;

d) Pajak Reklame semula scbesar Rpl.400.000.000,00 berkurang
sebesar Rp400.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.000.000.000,00;

e¢) Pajak Penerangan Jalan semula sebesar Rp42.200.000.000,00
bertambah secbesar Rp5.075.000.000,00 menjadi sebesar
Rp47.275.000.000,00;

f] Pajak Air Tanah semula sebesar Rp1.000.000.000,00 berkurang
sebesar Rp200.000.000,00 menjadi sebesar Rp800.000.000,00;

g) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bamuan semula sebesar
Hp5.500.000.000,00 berkurang secbesar Rp4.100.000.000,00
menjadi sebesar Rp1.400.000.000,00;

h) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (FBBP2)
semiila  sebesar Rp21.500.000.000,00 bertambah sebesar
Rpl.350.000.000,00 menjadi sebesar Rp23.850.000.000,00;

i Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB| semula
sebesar Rp4.100.000.000,00 berkurang sebesar
Rp750.000.000,00 menjadi sebesar Rp3.350.000.000,00;

2] Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah sebesar
Rp5.624.300.000,00 atau 0,25% dan total pendapatan daerah yang
diuraikan sebagai berikut:

a) Retribusi Jasa Umum sebesar Rp3.828.000.000,00;
b} Retribusi.Jasa Usaha sebesar Rpl.432.300.000,00;
¢) Retribusi Perizinan Tertentu semula sebesar Rp364.000.000,00,

Penetapan besaran target pendapatan pajak dacrah dan retribus:
daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan
retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro,
meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan
ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan
pajak dacrah dan retribusi daerah sesuai ketentuan Pasal 102
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemeriniah Pusal dan Pemerintahan Daerah.
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Dalam rangka mcngoptimalkan pajak dacrah, Pemerintah
Kabupaten Lampung Timur harus melakukan kegiatan
pemungatan dan pengawasan penyctorannya dengan berbasis
teknologi sesual ketentuan dalam buatir C.2.a.1).g) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B4 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retmbusi daerah

dalam APBD memperhatikan:

a. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan
penundaan pembavaran atas pokok dan/atau sanksi pajak
daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang
Undang Nomor | Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

b. Kebijjakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

¢. Insentil fiskal yvang dilakukan untuk mendukung kebijakan
kemudahan berinvestas:, sesual maksud Pasal 101 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusal dan Pemerintah Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif
dan Kemudahan Investasi di Daerah; dan

d. Pengangparan retribusi daerah yang bersumber dari jenis
pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan
sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan
penanganan sampah sesual dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif
Retribusi  dalam  Penvelenggaraan Penanganan Sampah.
Regiatan penanganan sampah dimaksud dianggarkan dalam sub
kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan,
Pengumpulan, Penganglutan, Pengolahan, dan Pemrosesan
Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten /Kota.

e. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah
Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas
kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut
merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang
terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak
serta pengawasan penyclorannya, dengan berbasis teknologi.

f. Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Dacrah scsuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021
tentang Tim Percepalan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada
sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
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Berkaitan dengan itu, untuk penggunaan Pendapatan Bagl Hasil
Pajak Kendaraan Bermotor berpedoman pada ketentuan Pajak
Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepulubh persen) harus
dialokasikan untuk mendanai pembangunan  dan/atau
pemeliharaan  jalan serta  peningkatan moda dan sarana
iransportasi umum  sesuai ketentuan  butir D.16.d4.2).a).(3)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Sedangkan, untuk penggunaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
paling sedikit 50% (lima publuh persen), dari target Pendapatan Bagi
Hasil Pagjak Rokok dimaksud dialokasikan wuntuk mendanai
pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh
aparat vang berwenang. Selanjutnya, pelayvanan keschatlan
masyarakal yang didanai dari pajak rokok berpedoman pada
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Dacrah.

Pendapatan yang bersumber dari pajak rokok tersebut diutamakan
digunakan dalam rangka perluasan cakupan peserta untuk
penganggaran iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU} dan
Bukan Pekerja (BP} yvang didaftarkan Pemerintah Daerah dalam
kepesertaan program JKN menuju Universal Health Coverage,
selain itu dapat juga digunakan untuk penganggaran bantuan iuran
PBPU dan BP yang didaflarkan Pemerintah Daerah, penganggaran
bantuan iuran PBPU dan BP kelas 3 (tiga) mandiri serta kontribusi
mran Penerima Bantuan luran Jaminan Keschatan (PBl JK| sesuai
dengan Peraturan Presiden Nomor B2 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter
Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 dan butir G.6 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

b. Hasil Pengelolaan Kekavaan Daerah vang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yvang Dipisahkan sebesar Rp39.716.510.000,00 atau 1,73% dari total
Pendapatan Daerah sebesar Rp2.293.000.086.980,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung timur  harus memperhatikan nilai

kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi,

sosial dan/atau manfaat lainnva dalam jangka waktu tertentu, antara

lain:

a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa
deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan dacrah yang
mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;

b| Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi
sejumlah tertentu dalam jangka wakitu tertentua:
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c| peningkatan penenmaan daerah dalam jangka waktu terientu
sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan,

d] peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam
jangka waktu tertentu sebagai akibal langsung dari investasi yang
bersangkutan; dan/atau

e| peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dan
investasi Pemerintah Daerah;

dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah,
sebagaimana maksud butir C.2.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023,

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal sampai dengan Tahun
Anggaran 2022 yang kincerjanya belum memadai (performance based),
harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja
sesuai ketentuan  peraturan  perundang-undangan, mengingat
seluruh/scbagian aset dan keckayaan perusahaan dimaksud tetap
merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Lampung tmur  yang
tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud
scbagal salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Lampung timur

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur juga harus lebih
mengelektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham
pengendali dan penajaman Rapal Umum Pemepgang Saham [RUPS) ke
arah peningkatan kinerja dalam perolechan bagian laba bagi
Pemerintah Kabupalen Lampung Timur sesual dengan tujuan
penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Dacrah
vang Sah semula sebesar RpH7.955.845.166,00 bertambah sebesar
Rp22.262.504.254,00 menjadi sebesar Rpl10.218.349 42000 atau
4,81% darn total pendapatan daerah sebesar Rp2.293.000.086.980,00

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, diuraikan ke dalam
objek pendapatan sebagai berikut:

1) Hasil Penjualan BMD vang tidak dipisahkan scbesar
Epl.000.000.000,00 atau 0,04% dari total pendapatan daerah
sebesar Rp2.293.000.086.980,00 dapal dianggarkan sesuai
ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4] huruf a Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan butir C.2.a.3}).a).(1) Lampiran Peraluran Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD

Tahun Anggaran 2023,
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Jasa Giro semula semula sebesar Rp8.960.614.184,00 bertambah
sebesar Rpb.995.111,232,00 menjadi sebesar
Rpl15.955.725.416,00 atau 0,70% dari total pendapatan dacrah
scbhesar Rp2.293.000.086.980,00 dapat dianggarkan scsuai
ketentuan Pasal 24 ayal (4) dan Pasal 31 ayat {4) huruf d Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kenangan
Dacrah dan butir C.2.a.3).a).{(4) Lampiran Peraturan Mcnteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2023.

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
scmula  scbesar  Rp2.000.000.000,00 bertambah = sebesar
Rpl1.693.972.764,00 menjadi sebesar Rpl13.693.972.764,00 atau
0, BO0% dari toial pendapatan daerah schesar
Rp2.293.000.086.980,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal
24 ayal (4) dan Pasal 31 ayatl (4| hurul g Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
butir C.2.a.3).a).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023,

Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp23.000.000,00 atau
0,001% dari total pendapatan daerah sebesar
Rp2.293.000.086.980,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal
24 avat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf k Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
butir C.2.a 3).a).(l]l) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023.

Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp6.000.000,00 atau
0,0003% dari total pendapatan daerah sebesar
Rp2.293.000.086.980,00 dapal dianggarkan sesuai ketentuan Pasal
24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat {4) huruf | Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
butir C.2.a.3).a).({12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyvusunan APBD Tahun
Anggaran 2023,

Pendapatan dani Pengembalian sebesar Rpl.000.000.000,00 atau
0.04% dari total pendapatan daerah sebesar
Rp2.293.000.086.980,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal
24 avat (4) dan Pasal 31 avat (4] huruf n Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
butir C.2.a.3).a).(l4) Lampiran Peraturnn Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023,

Pendapatan BLUD semula sebesar Rp74.966.230.982.00
bertambah sebesar Rp3.573.420.258.00 menjadi scbesar
Rp78.539.651,240,00 atau 3,43% dari total pendapatan daerah
sebesar Rp2.293.000.086.980,00 dapat dianggarkan sesuai
ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf o Peraturan
Pemernntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan butir C.2.a.3).a).(15) Lampiran Peraturan Menten
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Dalarmn Negeri Nomor 84 Tahun 2022 teniang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023,

2. Pendapatan Transfer

Pengangegaran larpet pendapatan dacrah yang bersumber dari Pendapatan
Transfer semula sebesar Rpl.960.070.121.521,00 bertambah sebesar
Rp97.270.806.039,00 menjadi sebesar Rp2.057.340.927.560,00 atau
89,72% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.293.000.086.980,00,

Selanjutnya, target Pendapatan Transler, vang diuraikan pada jenis
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar
Rp1.815.131.946.503,00 bertambah sebesar Rp96.444 200.111,00
menjadi  sebesar Rpl.911.576.146.614,00 atau B3,37% dari total
pendapatan daerah sebesar Rp2.293.000.0856.980,00 yang diuraikan
pacda objek pendapatan Dana Perimbangan schesar semula
Rpl1.551.539.628.503,00 bertambah scbesar Rp61.444.200.111,00
menjadi  sebesar Rpl.612.983.B2R.614,00 alau 70,34% dari total
pendapatan daerah yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

da. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula sebesar
Rp64.360.795.503,00 bertambah sebesar Rp61.444.200.111,00
menjadl sebesar Rpldo. B04.995.614,00 belum sesuai dengan alokasi
anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun
2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023 scbesar Rp63.438.233.000,00;

b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU] sebesar
Rpl.064 884 518.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran vang
tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2022,

¢. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp63.294 368.000,00 telah
scsual dengan alokasi anggaran vang tercantum dalam Peraturan
Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anpgaran 2023;

d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp358.999.947.000,00
telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan
Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

e. Insentif Fiskal semula sebesar Rp0O,00 bertambah sebesar
Rp35.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp35.000.000.000,00 belum
sesual dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan
Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
f. Dana desa sebesar Rp263.592_318.000,00 telah sesuai dengan alokasi

anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomer 130 Tahun
2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2023.
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Terdapat beberapa rincian objek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
vang belum sesuail dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023, sesuai ketentuan butir C.2.b.4).a).[1), butir C.2. b.4).a).(2],
butir C.2.b.4).a).(3), butir C.2.b.4).a).(4), butir C.2.b.4).a).(5]), dan butir
C.2.b.4).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Selanjutnya, Pemeriniah Kabupaten Lampung Timur harus menggunakan
pendapatan dana transfer vang telah diarahkan penggunaannya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan
butir C.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun

2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Berkenaan dengan hal tersebul, penyvesuaian penganggaran dana

Transler Ke Daerah [TKD) berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-588%9 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemulakhiran Rlasifikasi, Rodelikasi dan Nomenklalur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023,

B. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja dacrah semula sebesar Rp2.247.354.534.845,00
bertambah sebesar Rp96.927.469.040,00 menjadi sebesar
Rp2.344 2R2.003 885,00 dirinei sebagaimana tercantum dalam Tabel 3
schagal berikut:



Tabel. 3

Belanja Daerah
e | Target
% clari Se il Target P:u':l:;un APHD
APRD Tahun Anggasan 2023 Selisih Target Perubahan | Perubahin AFBD B o
1Rpj Turger Perubahan APED APHED Tabun Anggersn Tahun Anggoran 2023 dan Realisast
Uraian . Tahun Arpgaran X231 2033 dan Tarpgst AFAD 202X dan Tarpst Sementar | APBD
(Rl Tahun Anggaran 2023 APBD Tihun TS iy
- . {H‘pb I..rtwu.n 2023 0l
Target Fealisns Semegter | i iy
1 z 3 =33 . fG=5-3 Tuly:d HA=5:3
BELAMJA DAERAH 2947 254 534 B45.00 | 741.AS0.A0H 538 00 13,01 2.344_383.003 BES.00 6,937 46904000 4,31 16,00
Belurjn Gperusi 1618 556,007 669,00 | 560,123, 18319000 34,61 | B85 B55.013.884.00 67 302.006.215,00 a,16 300,96
Belanjn Pegawad S0r2. 951 320, 326,00 ASLALS 194,116 00 49 .41 BE1.420. 106 663 .00 28.531.313.663,00 3,14 195,24
Helarga Runng dan Jass £52 D00 563, 725,00 70883 177 106,00 17 63 506252, 384.020.00 53,753 £01.204,00 11,76 811,74
Belanin Hibnh 2451 BrESZ1. 118,00 AR 231 200308, 00 11,21 29, 704, 545 823 00 42 B3G, 164, 705,00 17,00 103,64
Belanjn Bantuan Bosial 3.736,5372.500,00 555,210,000, 145G 3.480.936.469,00 245.636.031,00 45,59 526,26
Belanm $Yodal 214 541,704 076,00 2H.A843, 173,000, 0 13,5 236 58, T Q05 00 12 085 000, S, 00 5R3 'ﬂi‘ﬁ.ﬂﬂ_
Belanys Modal Tanah 2 0,00 0.00 0,00
| Belansa Moda) Peralatan dan Mesin 24,031,283 571,00 1.115.510.800,00 4,39 25.147.410.506,00 BR3.571.665,00 3,40 225434
B‘l""":m Modal  Cedung  dan (3.305.510.571,00 5.446.032.970,00 850 72,010,400, 195,00 10514 BBO.AM.00 16.59 1357.14
SR LIRS ik, Jarigem, (LK 109.763.287.934,00 | 21.880.629.821,00 V93 1 11.978.024.895.00 3215 636.961,00 2,02 50177
Belans Modal Aset Totap Lainnys 15.351,514,000,00 0,00 15,545 ,960.000,00 238 346,000, 00 1,55 0,00
| Belanja Modal Aset Lainnya 0,60 0,60 0,00
i - .
Belanjn Tidak Yerdugn L. 1 560, DO, O, G 1,0 |.085 603,231,000 G 196, THS 00 -5,5H 3, [}
Beluns Tidak Terdugs {1 50.000.000,00 - 0,00 .OAS.A02. 231,00 4. 196, 763,00 558 0,00
| Belangs Transfer 413.106.823.100,00 |  153.285.342.345.00 371 430,711,488, 774,00 17.604 A58.674,00 | 4,26 2RO, 55
| Belnije Bigh Hesil §.372.430.000,00 ) .00 10534403, 485,00 2 163.063,465,00 2282 0,00
| Belanjs Baztuun Keusngan A0, 734,393, 100,00 | 153285 342.345,00 7,87 420,176,988, 289 00 15,442 595, 189,00 3,82 are |
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Tabel, 4
Urusan Pemerintah Daerah

| Ranio terhadnap
Belanja Tatal Belanja
Draerah
Urusian Pemerintahan Belamia Tidak —— M_,
Belanja Operasi Belanja Modal .F:_‘du o Belanja Transfer Jumlah Belanja
IRp) (Rel IRp) () ®p) _

i
URUSAN PEMERINTAHAN WAJTE YANG —
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.201.531.833.906.00 | 214.725.670.700,00 1.416.257 504.612,00 | 60,41
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG . '
PENDIDIKAN TIT-D4SATOR2T.00 [ oo ein 168.332,00 TH4. 603,345, 159,00 33,37
IRUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
bossitiniil e 293.614.475,2684,00 11.422.692.940,00 305037, 168.224,00 13,01
LRUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 154,.965277.472,00 | 133.898.052.284 .00 288,863,329.756,00 12,32
RUANG
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN 4,671.880.657,00 2.475.046.450,00 7.146,927.107,00 0,30
PERMLUKIMAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
RO AL WL A T STt 22 652,106, 156,00 240,360, 700,00 12,893,556 856,00 2,08
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 7.681 837.510,00 31.350.000,00 7.713.177.510,00 0,33
LIRUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 81.086.940.179,00 923.570.113,00 B2.010.510,292,00 3,50
DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
TEKAGA KERJA 208,323,600, 00 T.902 000 0 21625 /00 00 0,01 |
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBEERDAYAAN PEREMPUAN DAN 5,808, 794.952,00 5.808.794,952.00 0,25
PERLINDUNGAN ANAK |
ittt e AT7.505.806,00 | A77.905.806,00 0,02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG L 45.000.000.00 8,01

PERTANAHAN

185, ORI, T, Eh




s

| Rasin tethadap
Belanjs | Total Belanja
Daerah
Urusan Pemerinuahian e Tidek I (%)
Belangn Operasi Belanja Modal HdTurJ:Iu Belanja Transfer Jumlah Belanjo
Ryl (Rp) IR.PF“ (Rp} R}

URLSAN FEMERINTAHAN BIDANG . - =7
LINGKUNGAN HIDUP 10,644 873, 335 00 T B30, 200, 00 L3652 653.435,00 0,45
URUSAN PEMERINTAHAN HBIDANG |
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 6.604,831.245,00 411.341.000,00 7.016.172.245,00 0,30
PENCATATAN SIPIL |
URUSAN FEMEREINTAHAN BIDANDG
PEMBERDAYAAN MASYARARAT DAN 5.943.880.61 1,00 5.943.886.611,00 0,25
DESA
URUSAN FEMERINTAHAN BIDANG
PENGENDALIAN PENDLUDUK DAN 140,064, 705,01 6,00 657481300 1009 . 279820, 00 0,43
KELUARGA BERENCANA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KOMUNIKAS] DAN INFORMATIKA B.TS7.742.499,00 213.739.400,00 B.971.481 859,00 0,38
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN 6,330 664.473,00 A2.281.000,00 6,362,945 473,00 a,27
MENENOAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG i
PENANAMAN MODAL 5968, 167.754,00 36,132.500,00 8,034, 300, 254,00 0,26
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 5.002.847.735,00 = 5,002 847 735,00 0,21
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
STATISTIK JE1.136.300.00 67.T00 D00 D 4#5.&#5.3&11,13& 02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG =
PERSANDIAN 183.554.200,00 - 183,554,200,00 0,01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KEBUDAYAAN 2.629.345.262,00 | 2.629.345.262,00 0,11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDAND
FERPUSTAKAAN .23 048, 047 (el 1 Lk (i, S0 D 5.941.108,.24T.00 0,23
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG |
KEARSIPAN 132.319.200,00 .! 132.319,200.00 0,01
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 98, 500.034.042,00 | 6.744.055, 282,00 105.244.089.324 00 4,49 |
TN XML ARAN SIS 14.108.309.272 00 I 16616, 50,040 P22 9026, 172,00 0,61

KELAUTAN DAN PERIEANAN

F
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Hasin terhadap

Belanja Total Belanja
Urusan Pemeriniahan S Ti Spcsh [%)
Belmnjs Operani Belanja Modal Bﬂ:l‘.‘ff; e Belarje Tranafer Jumiah Belanja
(”p) (Rp) (ol [Rp| (Rep)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG L . —
s 7.034.510.957,00 £2.562.000,00 ] 7.087.472.957,00 0,30
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
sl 68 062146 554,00 6542 BOA 482,00 ] 74.505,043.036,00 3,18
URLUSAN PEMERINTAHAN BIDANG S
KEHUTARAN 2 = : - '
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG - 5D
ENERG DAN SUMBERE DAYA MINERAL B .
URLUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
kgt g 2.327.598.317,00 21.583.000,00 i 2.549,131.317,00 0,11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG '
IO UREaN 6.770,518,942,00 9,596, 900,00 . £.780.515.842,00 0,29
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG B (.00
TRANSMIGRASI - : ' - v
UNSUR PENDUKUNG URUSAN
PEMERINTAHAMN 130.947.742.686,00 1.313.156.055,00 132200 558 741 00 5.64
SEKRETARIAT DAERAH 61.128,563,977,00 208.864.055,00 . 61.337.428,032,00 | 2,62
SEKRETARIAT DPRD £9.816.178.709,00 1.104.292.000,00 : 70.923.470,709,00 | 3,03
UNSUR PENUNJANG URUSAN
 PEMERINTAHAR 89.586.879,134,00 2.572.860.800,00 | 1.085803.231,00 | 430.711.481.774,00 523.957.027.939,00 22,35
PERENCANAAN 11.509,383.229,00 251.260.100,00 : - 11.760.643,329,00 0,50
KEUANGAN £.247.765.694,00 2.228,319.200,060 | 1.085803.231,00 | 430.711.481 774,00 503.273.263,800,00 21,47
KEPEGAWAIAN B.015.660.311,00 93.290.500,00 = . 8.108.950.81 1,00 0,35
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 224.049.400,00 : - : 224,049 400,00 0,01
PEMELITIAN DAN PENGEMBANDGAN 5000230 500,00 - 560,020, 600,00 03
FENGELOLAAN PENGHUBLING - = = 0, O
UNSUR PENGAWASAN URLSAN i -
PEMERINTAHAN 14, 100, 1S 03, 00 22 S0 000 00 = - 18, 1253 608 034,00 0.Rh |
INSPEKTORAT DAERAH 14, 100.108.0324,00 22, 500,000, G0 4,132, 608,024 00 0,60
| UNSUR KEWILAYAHAN 27.520.278.014,00 105.779.490,00 ] 17 K35 0S8 404,00 &1
| KECAMATAN a7 5292789 14,.00 105, TTY 400, D) S7.635 058, 404,00 161
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[ Ramio terhadap
B:I.l:n]n. Totsl Bﬂil.l'.l.jﬁ
: Daerab (%)
Urusan Pemerintahan g i
Belanja Operasi Belanja Modal M' ey Thcel Belanja Transfar Jumlah Belanjs
g
kP IR (Rpi IRp i®p

UNSUR PEMERINTAHAM UMLIM 2575, 106900, 00 216,100 550,00 32,794 306 545 00 140
KESATUAN BANGEM DAN POLITIE J2.573. 196.9599, 00 219, 109.550,00 - 32,794 306,549 ) 1,40
1.685.858.013.884 00 | 226,626,704 996,00 1.085.803,231 00 230.711.981. 774,00 2,344 282003885 ,0:0 100,00




Berdasarkan tabel sebagnimana di atas, kebijakan belanja daerah terdiri
dari:

1} Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi
diuraikan sebagai berikut:
a. Urusan Pemerintahan Wajih Yang Berkaitan Dengan Pelayvanan Dasar

Alokasi anggaran Urusan Pemernntahan Wajib Yang Berkaitan Dengan
Pelayanan Dasar semula sebesar Hpl 356.600.540.380 00 bertambah
sebesar Rp59.647.955.223,00 menjadi sebesar
Rpl.416.257.504.612,00 atau 60,41% darni total belanja daerah sebesar
Rp2.244.282.003.885,00 terdin dan:

1] Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan semula sebesar
RpB03.455.623.489,00 berkurang sebesar Rpl8.852.278.330,00
menjadi scbesar Rp784.603.345.159,00 atau 33,47% dari total
belanja daerah sebesar Rp2.344.282.003 885 ,00;

2] Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan semula sebesar
Rp245.262.215.773,00 bertambah sebesar Rp59.774.952.451,00
menjadi sebesar Rp305.037.168.224,00 atau 13,01% dari total
belanja daerah sebesar Rp2. 344 282 003.885,00;

3} Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang semula sebesar Rp272.266.382.037,00 bertambah sebesar
Rpl6.5956.947.7 19,00 menjadi sebesar Rp288.863.329.756,00 atau
12,32% dari total belanja daerah sebesar Rp2.344.282 003.885,00:

4| Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman semula sebesar Rp7.301.741.389.00 berkurang
sebesar Rplo4.814.282,00 menjadi sebesar Rp7.140.927, 107,00
atau 0,30% dari total belanja daecrah sehesar
Rp2.344.282.003.885,00;

3) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Serta Perlindungan Masyarakat scmula schesar
Rp20.354.996.266,(0) bertambah sebesar Rp2.538.560.590.,00
menjadi sebesar Rp22.893 556 856,00 atau 0,98% dan total
belanja daerah sebesar Rp2.344.282.003.885,00;

6) Urusan Pemerintashan Bidang Sosial semula  sebesar
Rp7.968.590.435,00 berkurang sebesar Rp255.412.925,00 menjadi
gebesar Rp7.713.177.510,00 atau 0,33% dari total belanja daerah
sebesar Rp2.344.282.003.885,00;

b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan
Dasar

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan
Dengan Pelayanan Dasar semula sebesar Rp81.656.166.3749,00
bertambah scbesar Rp354.343.913,00 menjadi sebesar
Rp82.010.510.292,00 atau 3,50% dari total belanja dacrah scbesar
Rp2.344.282.003.885,00 terdiri dari:



1

2|

3|

4

6|

7l

8|

9|

10)

1)

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja semula scbesar
REp.186.225.600,00 bertambah sebesar Rp30.000.000,00 menjadi
schesar Rp216.225.600,00 atau 0,01% dari total belanja dacrah

sebesar Rp2.344.282.003.885,00,

Urasan Pemerintahan Bidang Pemberdayvaan Perempuan dan
Perlindungan Anak semula sebesar Rp5.698, 109,761 ,00 bertambah
sebesar Rpl110.685.191 00 menjadi sebesar Rp5.808.794 952 00
atau 0,25% dari total belanja dacrah schesar
Rp2.344.282.003.885,00,

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan semula sebesar
Rp350.000.000,00 bertambah sebesar Rp27.905.806,00 menjadi
schesar Rp377.905.806,00 atau 0,02% dari total belanja daerah
sebesar Rp2.344.282.003.885,00;

Urusan Pemerintahan Bidang Perltanahan semula sebesar
Rpl1.300.000.000,00 berkurang sebesar Rpl.105.000.000,00
menjadi sebesar Rp195.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja
dacrah sebesar Rp2.344.282.003.885,00;

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup semula scbesar
Rp.11.563.423.029,00 berkurang sebesar Rp910.769.594,00
menjadi sebesar Rpl0.652.653.435,00 atau 0,45% dari tlotal
belanja daerah sebesar Rp2.344.282.003.885,00;

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil semula sebesar Rp7.017.067.007,00 berkurang
scbhbeaar Rp894.762,00 menjadi sebesar Rp7.016.172.245,00 atau
0,30% dari tolal belanja dacrah sebesar Rp2.344.282.003.885,00;

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
semula sebesar Rp6.224.611.259,00 berkurang  sebesar
Rp280.724.648,00 menjadi sebesar Rp5.943.886.611,00 alau
0,28% dari total belanja dacrah sebesar Rp2.344.282.003.885,00;

Urusan Pemenntahan Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana semula sebesar Rp89.997.002.329,00
bertambah schesar RpS94 277.500,00 menjadi schesar
Ep.10.091.279.829,00 atau 0,43% dari total belanja daerah sebesar
Rp2.344.282.003.885,00;

Urusan Pemenntahan Bidang Perhubungan semula sebesar
Rp6.418.417.048,00 bertambah sebesar Rpl183.427,196,00 menjadi
sebesar Rpb.601.844.244 00 atau 0,28% dari total belanja daerah;

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika scmula
scbésar Rp8.837.789, 727,00 bertambah scbesar Rpl33.692.172,00
menjadi sebesar RpB.971.481.899 00 atau 0,38% dari total belanja
daerah sebesar Rp2.344.282.003.885,00;

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
semula sebesar Rp0.211.437.171,00 bertambah  sebesar
Rp151.508.302,00 menjadi sebesar Rp6.362.945473,00 atau
0,27% dari total belanja dacrah scbesar Rp2.344.282.003.885,00;
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12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal semula sebesar
RpbH.044_ 688.038,00 berkurang sebesar Rpl0.387.784,00 menjadi
sebesar Rp6.034.300.254,00 atau 0,26% dari total belanja dacrah
sebesar Rp2.344.282.003.885,00;

13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga semula
acbesar Rp2.946.347.735,00 bertambah sebesar
Rp2.056.500.000,00 menjadi sebesar Rp5.002.847.735,00 atau
0,21% dari total belanja daerah sebesar Rp2.344 282.003_885,00;

14) Urusan Pemerintahan Bidang  Statistik  semula  sebesar
Rp447.037.700,00 bertambah sebesar Rpl.807.600,00 menjadi
sebesar Rp448.845.300,00 atau 0,02% dari total belanja daerah
sebesar Rp.344.282.003.885,00;

15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian semula scbesar
Rpl183.554.400,00 berkurang sebesar Rp200,00 menjadi sebesar
Rp183.554.200,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar
Rp2.344.282.003.885,00;

16} Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan semula sebesar
Rp2.738.134.962.00 berkurang sebesar Rp108.789.700,00 menjadi
sebesar Rp2.629.345.262,00 atau 0,11% dan total belanja daerah
scbhesar Rp2.344.282.003 .885,00;

17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan semula sebesar
Rp5.352.320.613,00 berkurang schesar Rpl1.212.366,00 menjadi

sebesar Rp5.341.108.247 .00 atau 0,23% dari total belanja daerah
sebesar Rp2.344 282,003 885,00;

18) Urusan Pemenntahan Bidang Kearsipan semula sebesar
Rpl140.000.000,00 berkurang sebesar Rp7.680.800,00 menjadi
sebesar Rpl32.319.200,00 atau 0,01% dari total belanja daerah
sebesar Rp2.344.282.003.885,00.

¢, Urusan Pemerintahan Pilihan

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Pilihan semula sebesar
Rpl12.478.179.807,00 berkurang sebesar Rp7.234.000.483.00
menjadi sebesar Rpl105.244.08%.324, 00 atau 4,49% dari total belanja
dacrah sebesar Rp2.344.282.003.885,00 terdiri dari:

1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan semula
sebesar Rp15.642.800.942,00 berkurang sebesar
Rpl1.420.874.770,00 menjadi sebesar Rpl4.221.826.172,00 atau
0,61% dari total belanja daerah sebesar Rp2.344.282.003.885,00;

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata semula sebesar
Rp7.25%9.656.008,00 berkurang sebesar Rp172.183.051,00 menjadi
sebesar Rp7.087.472.957,00 atau 0,30% dari total belanja daerah
sebesar Rp2.344 282 003.885,00;

J} Urusan Pemernntahan Bidang Pertanian semula sebesar
Rp80,155.574.628,00 berkurang sebesar Rp5.550.531.392.00
menjadi sebesar Rp74.605.043.036,00 atau 3, 18% dari total belanja
daerah sebesar Rp2.344.282.003.885,00;
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4} Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan semula sebesar
Rpl.679.906.900,00 berkurang sebesar Rpl130.775.583,00 menjadi
sebesar Rp2.549.121.317 00 atau 0,11% dari total belanja dacrah
schesar Rp2.344,282.003.885,00;

5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian semula sebesar
Rp6.740.241.329,00 bertambah sebesar Rp40.274.513,00 menjadi
sebesar Rpb.780.515.842,00 atau 0,29% dan total belanja dacrah
sebesar Rpl.344 282.003.885 (1),

6] Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi tidak dianggarkan.
. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan semula
sebesar Rp131.614.835.879,00 bertambah sebesar Rp646.062.862,00
menjadi sebesar Rp132.260.898.741,00 atau 5,64% dari total belanja
daerah sebesar Rp2.344.282.003.855,00 terdiri dari:

1) Sckretariat Daerah semula scbesar Rp57.160.338.313,00
bertambah sebesar Rp4.177..089.719,00 menjadi sebesar
Rp61.337.428.032,00 atau 2,62% dari total belanja daerah sebesar
Rp2.344.282.003.885,00,

2] Seckretariat DPRD semula sebesar Rp74.454.497.566,00 berkurang
scbesar Kp3.531.026.857,00 menjadi sebesar Rp70.923.470.709,00
atau 3.03% dari total belanja daerah sebesar
Rp2d.344.282.003.885,00,

. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan semula

sebesar Rp506.392.108.076,00 bertambah scbesar

Rpl7.564.919.863,00 menjadi sebesar Rp523.957.027.939,00 atau

22,35% dari total belanja daerah sebesar Rp2. 344 282 003.885,00

terdir dari:

1} Perencanaan semula sebesar Rpl3.663.661.545,00 berkurang
sebesar Rp1.903.018.216,00 menjadi sebesar Rpl 1.760.643.329,00
atau 0, 50% dari total belanja daerah sehesar
Rp2.344.282.003.885,00;

2) Keuangan semula sebesar Rp482.594.501.407,00 bertambah
sebesar Rp20.678.862.492,00 menjadi sebesar
Rp503.273.363.899,00 atau 21.47% dari total belanja daerah
sebesar Rp2.344.282.003.885,00;

3) Kepegawalan semula sebesar RpB.991.736.724,00 berkurang
sebesar Rp 882.785.913,00 menjadi schesar Rp8.108.950.811,00

atau 0,35% dari total belanja daerah sebesar
Rp2.344.282.003.885,00;

4} Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp319.208.400,00
berkurang scbesar Rp95.159.000,00 menjadi schesar
Rp224.049.400,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar
Rp2.344 282,003 885,00,
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5) Penclitian dan Pengembangan semula sebesar Rp823.000.000,00
berkurang  sebesar  Rp232.979.500,00 menjadi  sebesar
Rp590.020.500,00 atau 0,03% dari total belanja daerah sebesar
Rp2.344.282.003.885,00;

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan semula
scbhesar Rpl13.580.719.138,00 bertambah sebesar Rp532.888. 886,00
menjadl sebesar Kpl4.122.608.024,00 atau 0,60% dari total belanja
daerah sebesar Rp2.344.282.003.885,00 terdiri dari Inspektorat
Dacrah scmula schesar Rpl13.589.719.138,00 bertambah scebesar
Rp532 888 88600 menjadi sebesar Rpl4.122,.608.024,00 atau 0,60%
dari total belanja daecrah sebesar Rp2.344 282.003.885,00

. Unsur Kewilayahan

Alokasi anggaran Unsur Kewilayahan semula sebesar
Rp38.589.719,138,00 berkurang scbesar Rp1.125.221.470,00 menjadi
sehesar RPET.EEE.{}EB.%"F,HU atau 1,61% dari lotal htlanja daerah
sebesar Rp2.344.282 003.885,00 terdin dan 24 (dua puluh empal|
Kecamatan semula sebesar Rp38.589.719.138,00 berkurang sebesar
Rpl1.125.221.470,00 menjadi sebesar Rpd7.635.058.404,00 atau
1,6 1% dari total belanja daerah sebesar Rp2.244.282.003.885,00

. Unsur Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran Unsur Pemerintahan Umum semula schesar
Rp6.253.696.303,00 bertambah sebesar Rp26.540.610.246,00
menjadi sebesar Rp32,794.306.549,00 atau 1,40% dari total belanja
dacrah sebesar Rp2.344.282.003.8B85,00,00 terdiri dari Kesatuan
Bangsa dan Politik semula sebesar Rp6.253.696.303,00 bertambah
sebesar Rp26.540.610.246,00 menjadi sebesar Rp32,794.306.549,00
atau 1,40% dar total belanja daerah sehesar
Rp2.344.282.003.885,00,00

Berkenaan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur
mengalokasikan belanja daerah:

a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 282 ayat (1]
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana lelah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2023,

b. Disesuaikan dengan susunan organisasi vyang ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai
ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolann Keuangan Daerah.
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2| Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan
Dasar dalam rangka pemenuhan SPM.

Penvediaan alokas anggaran untuk pemenuhan SPM, scbaga berikul:

a. SPM Pendidikan
Alokasi anggaran wuntuk belanja SPM Pendidikan semula schesar
Rp30.885.021.064,00 bertambah sebesar Rp13.030.749.170,00 menjadi
sebesar Rp43.915.770.234.00 altau 29,67% dan total belanja Urusan
Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp, 43.915.770.234,00 Alokasi
anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai
berikut:

1] Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar semula scbesar
Rpl10.898.749 664,00 bertambah sebesar RpS5.076.757.170,00
menjadi sebesar Rp15.975.507.034,00

2} Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama semula
sebesar RpS5.256.330.300,00 bertambah sebesar Rpd463.408.000,00
menjadi sebegar RpS. 719738300, 00

3} Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) semula
sebesar Rp3.556.774.100,00 bertambah sebesar Rp309.029.800,00
menjadi sebesar Rp5.865.803.900,00

4} Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan semula
sebesar Rp9.173.166.800,00 bertambah sebesar Rp7.181.554,200,00
menjadi sebesar Rp16.254,721.000,00

sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelavanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2021 tentang Pencrapan Standar Pelayanan Minimal dan
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomaor 32
Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayvanan Minimal Pendidikan,

b. SPM Keschatan

Alokasi anggaran uniuk belanja SPM Kesehalan semula sebesar
Rpl18.934.531.872,00 bertambah sebesar Rp2.216.523.559 ,00 menjadi
sebesar Rp2l1.151.055.431,00 atau 1047% dari total Urusan
Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp21.151.055.431,00 Alokasi
anggaran untuk belanja SPM tersebutl diuraikan dalam kegiatan sebagal
berikut:

1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat
Keschatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKEM Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten [Kesehatan ibu Hamil)l semula secbesar
Rpl.639.291.994 00 bertambah sebesar Rp229.637.800,00 menjadi
scbesar Rp2.868.929.794,00;

2] hegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan Tbu
Bersalin} sebesar Rp1.117.059.200,00;

3) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat
Keschatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Dacrah Kabupaten [(Keschatan bayi baru lahir] sebesar
Rp657.038,700,00;
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¢. SPM Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum semula sebesar
Rp6.760.000.000,00 bertambah schesar Rpl3.266.719.999,00 menjadi
sebesar Rp20.026.719.999,00 atau 66,24% dan total Urusan
Pemerintahan Bidang Pekegjaan Umum dan Penataan Ruang schesar
Rp20.026.719.999.00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM terscbut
diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

1} Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Ailr
Minum (SPAM]) Lintas Kabupaten/Kota semula sebesar
Rp5.720.000.000,00 bertambah sebesar Rpl3.266,719.999.00
menjadi sebesar Rp18.986.7 19.999,00;

2] Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistern Air Limbah Domestik
Regional sebesar Rp1.040.000.000,00.

Harus memenuhi indikator SPM Pekerjaan Umum sesuai ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelavanan
Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Meniteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Standar Pelavanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.
d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat semula sebesar
Rp420.000.000,00 berkurang sebesar Rp382.276.300,00 menjadi sebesar
Rp37.723.700,00 atau 1,013% dari total Urusan Pemerintahan Bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman scbesar Rp37.723.700,00 Alokasi
anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan
Peningkatan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat
vang terkena Relokasi sebesar Rp37.723.700,00:

Harus memenuhi indikator SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. -

e. SPM Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas semula sebesar
Rp2.113.004.434,00 berkurang sebesar Rpl01.885.809 00 merjadi
ﬂ-l:?bll‘_':'iﬂr Ep2.011.148.625,00 atau 5,06% dari total Urusan Fl'emerintﬂh

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Seria Perlindun ok
Masyarakat schesar Rp2.011.148.625,00. Alokasi anggaran untuk ‘I::u:[sli‘im'-[1
SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan sebagai berikut: e

1} Kegiatan Penanganan Gangguan Ket
enteraman dan Ketertiban U
dalam 1 ({satu} Daerah Kabupaten /Kota S

Rp1.403.507.514,00 bertambah
: sebesar Rp9g,
sebesar Rpl .EDE,EﬁT,Hﬁ.Iﬂu: P99 460.032
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2) Kegiatan Penegakan Peraturan Dacrah Kabupaten /Kota dan Peraturan
Bupati/Wali Kota tidak dianggarkan;

3) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
semiula sebesar Rp55.567.220,00 bertambah sebesar Rpd.071.320,00
menjadi sebesar Rp59.638.540,00;

4] Kegiatan Pelayanan Penvelamatan dan Ewvakuast Korban Bencana
semtla sebesar Rp220.343.300,00 berkurang sebesar
Rp72.139.281,00 menjadi sebesar Rpl148.204.019,00;

5| Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Tidak
dianggarkan;

6] Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah
Kabupaien/Kota semula sebesar Rp433.586.400,00 berkurang sebesar
Rp133.247.880,00 menjadi sebesar Rp300.338.520,00;

haris untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas sesuai ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan
Dasar Sub Urusan Ketenieraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan
Kabupaten /Kota.

SPM Sosial

Alokasi anggaran wuntuk belanja SPM  Sosial semula sebesar
Rp790.000.000,00 berkurang sebesar Rp114.360.000,00 menjadi sebesar
Rp675.640.000,00 atau 16,92% dari total Urusan Pemerintahan Bidang
Sosial sebesar Rpb75.640.000,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM
tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta gelandangan Pengemis di
Luar Panti semula sebesar Rp460.000.000,00 berkurang sebesar
Rp&4.800.000,00 menjadi sebesar Rp375.200.000,00;

4) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
Provinsi semula sebesar Rp330.000.000,00 berkurang sebesar
Rp29.560.000,00 menjadi scbesar Rp300.440.000,00,

Harusl memenuhi indikator SPM Sosial sesuai ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomer 2 Tahun 2018 lentang Standar Pelayanan Minimal
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pen:mpa:;
Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun
E{Hﬁ tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten /Kota,

L?uiql-ungan Alokasi Anggaran terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan
Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Presiden ]"E'!u

108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun EUEEDT::
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
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Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023, Prioritas Nasional Tahun 2023 meliputi:

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan semula sebesar
Rp53.298.369.525,00 berkurang sebesar Rp6.524.909.154,00 menjadi
scbesar Rp46.773.460.371,00 atau 2% dari total belanja daerah
sebesar Rp2.344,282.003.885,00, digunakan dalam rangka
memperkuat  ketahanan ckonomi  untuk  pertumbuban yang
berkuahtas dan berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan
aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas
dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder,
dan tersier. Pelaksanaannva difokuskan pada sektor pertanian,
industri pengolahan, pariwisata, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMEM|, serta didukung penguatan reformasi [iskal, penguatan sistem
keuangan, peningkatan kualitas investasi, peningkatan ekspor dan
partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistik,
percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT),
pemanfaatan digitalisasi, dan ekonomi hijau.

Pada Tahun 2023, sasaran yvang akan diwujudkan dalam rangka
memperkual  ketahanan ekonomi untuk pertumbunhan  yang
berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

1} Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi
sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;

2} Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan
daya saing perekonomian.

Sclain itu, scbagai strategi penyelesaian isu stralegis dan pencapaian
sasaran PN1, akan dilakukan melalui 8 (delapan) Program Prioritas (PP
vaitu sebagai berikut:

1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan
Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP1) tidak dianggarkan;

2) Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung
Pertumbuhan Ekonomi (PP2) semula sebesar Rp26.668.099.999 00
berkurang  sebesar Rp2.715.296.600,00 menjadi sebesar
Rp23.952.803.399,00;

3) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan
(PP3) dianggarkan semula sebesar Rpd 1,878, 101.658,00 berkurang

schesar Rpl.517.661.801,00 e
’ ' adi be
Rp40.361.439_857,00; sebesar

4) Pcninglr..atan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan
(PP4), dianggarkan semula sebesar Rp4.559,762.940 00 berkurang
stbesar Rp537.566.000,00 menjadi sebesar Rp4.022.196.940,00;

5] Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikra, Kecil Menengah (UMKM)

dan Koperasi [PP5) dian

3 gparkan semula schesar
Rp1.744 947 .000,00 berkurang sebesar Rp156.952. 134,00 menjadi
sebesar Rpl -587.994.866,00;



- 34 -

6| Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor
Rill, dan Industrialisasi (PPH) dianggarkan semula scbesar
Rpl.406.833.478,00 berkurang scbesar Rpa6e7.77.3.900,00 menjadi
sebesar Rpl.039.059.578,00;

7] Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat
Kandungan Dalam Negeri [TKDN) (PP7), dianggarkan scmula
sebesar Rp525.208.509,00 berkurang scbesar Rp205.936.800,00
menjadi sebesar Rp319.271.709.00;

8| Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PPS),
dianggarkan  semula sebesar Rpl.441951.679.00 bertambah
sebesar Rp334.487. 134,00 menjadi sebesar Rpl.776.438.813,00.
. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan (PN2), lidak dianggarkan,
. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yvang Berkualitas dan Berdaya
Saing (PN3), dianggarkan semula sebesar Rp300.337.740,470,00
bertambah sehesar Rp62.704.897.969,00 menjadi sebesar
Rp363.042.638 439,00 atau 15% dari total belanja daerah sebesar
Rp2.344,282.003.885,00 yang diarahkan pada keberlanjutan
reformasi sistem kesehatan nasional, percepalan penurunan kematian
ibu dan stunting, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada
Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

] Memperkual penyelenggaraan tala kelola kependudukan;
2| Reformasi sistem perlindungan sosial;

3] Meningkatkan pelayanan keschatan menuju cakupan kesehatan
semesta;

4l Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;

6] Mengentaskan kemiskinan,

7) Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Selain itu, sebagai strategl penyelesaian isu strategis dan pencapaian
sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui 7 (tujuh) PP, yaitu:

1] Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
(PP1) dalam rangka meningkatkan cakupan pendaltaran penduduk
dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data
kependudukan dianggarkan sebesar Rp100.001.300,00;

2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2) dalam ranghs
menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau
penduduk miskin dan kelompok rentan dianggarkan semula
sebesar Rp2.568.717.563,00 bertambah secbesar Rp28.833.378,00
menjadi sebesar Rp2.597.550.941,00;

3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayvanan Kesehatan (PP3) dalam
rangka meningkatkan pelayanan keschatan menuju cakupan
keschatan semesta melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan
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di seluruh wilavah dianggarkan semula sebesar
Rp33.384.504.778,00 bertambah scbesar Rp35.015.428.952,00
menjadi sebesar Rp88.399.933.730,00;

4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4)
dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan
berkualitas dianggarkan semula sebesar Rp202.063.806.8609 .00
bertambah sebesar Rpl1l1.753.393.5349,00 menjadi sebesar
Rp213.817.200.418,00;

2] Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5) dalam
rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari
berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi,
politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam
kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha
dianggarkan semula scbesar Rp2.146.449.635,00 berkurang
sebesar Rp100.899.000,00 menjadi sebesar Rp2.045.550.635,00;

6) Pengentasan Kemiskinan (PP6) dalam rangka memperluas akses
aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan tidak
dianggarkan;

7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PPV) dalam rangka
meningkatkan produktivitas dan daya saing dianggarkan semula
scbesar Rpd.481.311.300,00 berkurang sebesar Rp130.927.400,00
menjadi sebesar Rp3.350.383.900,00.

. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan
semula sebesar Rp8.562.497 462,00 berkurang sebesar
Rpl07.247.900,00 menjadi scbesar Rp8.455.249.562,00 atau 0,36%
dari total belanja daerah sebesar Rp2.344,282.003.885,00, vang
diarahkan untuk penguatan modal sosial dan budaya dalam rangka
mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ckonomi
vang inklusil dan berkelanjutan.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka
memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayvaan vaitu
sebagai berikut:

1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideclogi Pancasila

untuk memantapkan ketahanan budaya;

2] Meningkatnya pemajuan kebudayvaan untuk meningkatkan peran
kebudayaan dalam pembangunan;

3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat
sosial;

4] Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan
umat dan membangun harmoni sosial dalam  kehidupan
masyarakat;

5) Meningkatnva ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter
bangsa;

6] Meningkatnva budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat
berpengetahuan, inovatif, dan kreatif,
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Memperhatikan permasalahan dan tantangan terscbut, pencapaian
sasaran PNd4 dilakukan melalui 4 (empat) PP, vaitu:

1] Revolusi Mental dan Pembinean Ideologn Pancasila untuk
Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk
Mentalitas Bangsa vang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1)
dianggarkan semula sebesar Rp3.076.346.535,00 bertambah
scbesar Rpl.113.701.250,00 menjadi scbesar Rp4.190.047.785,00;

2] Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayvaan untuk
Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa,
Meningkatkan Kesejahternan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah
Perkembangan Peradaban Dunia (PP2) dianggarkan semula sebesar
Rp2.255.897.562,00 bertambah sebesar Rp59.856.300,00 menjadi
sebesar Rp2.315.753.862,00;

3] Memperkuatl Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi,
Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3) dianggarkan semula sebesar
Rp240.000.000,00 bertambah sebesar Rpd40.578 800,00 menjadi
schesar Rp280.578.800,00; dan

4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi
Terwujudnya Masyarakat BeRpengeltahuan dan Berkarakter (PP4)

dianggarkan semula schesar Rp416.862.500,00 bertambah schesar
Rp36.432.600,00 menjadi scbesar Rp453.295.100,00.

. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar (PNS), dianggarkan semula sebesar
Rp245.467 425.790,00 bertambah sebesar Rpl9.569.301.369,00
menjadi sebesar Rp265.036.727.159,00 atau 11% dari total belanja
daerah sebesar Rp2.344,282.003.885,00 yang difckuskan pada
peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif
dan berkelanjutan melalui percepatan penyediaan infrastruktur
pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi mendukung sektor-sektor
vang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi,
serta pembangunan lbu Kota Nusantara,

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:
1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;

2] Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi
dan akses menuju pelayanan dasar,

3] Meninghkatnya lavanan infrastruktar perkotaan;
4] Meningkatnya layvanan energi dan ketenagalistrikan;
5] Meningkatnya layanan infrastruktur TIK,

Strategi penyelesaian isu stralegis dan pencapaian sasaran PNS
dilakukan melalui 5 {lima) PP, yaitu:

1] Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1) sebesar Rp71.480.015,742,00
2) Infrastruktur Ekonomi (PP2) sebesar Rp111.212.609.949,00

3) Infrastruktur Perkotaan (PP3) sebesar Rp20.202.899.758,00

4) Energ dan Ketenagalistrikan (PP4) tidak dianggarkan
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5) Transfermasi Digital (PP5) scbesar Rpl.429.183.200,00

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana,
dan Perubahan Iklim ([PNG), dianggarkan semula scbesar
Rp5.984.036.720,00 berkurang sebesar Rp391.571.872,00 menjadi
sebesar Rp5.592.464 848 .00 atau 0,24% dan total belanja daerah
sebesar RHp2.344,282.003.885,00 vang difckuskan pada wupaya
menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk
menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam
rangka menuju transformasi ekonomi hijau yvang inkhasil dan
berkelanjutan serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan,
pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan
hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada
kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan
keanckaragaman hayati yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan

terhadap bencana dan dampak iklim, serta pembangunan rendah
karbon.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwvujudkan dalam rangka

membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana,
dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:

1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim;

3] Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK
terhadap baseline.

Seclain itu, scbagai sirategi penyclesalan isu strategis dan pencapaian

sasaran (PN6) terdiri dari 3 {tiga) PP, yaitu:

1] Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup ([PP1) dalam rangka
meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan
kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut dianggarkan
semula  sebesar Rp3.280.507.500,00 berkurang  sebesar
Rp138.126.800,00 menjadi sebesar Rp3.142.380.700,00;

2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2) dalam rangka
berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan
bahaya iklim, serta meningkatnya Kecepatan penyampalan
informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat dianggarkan
semula sebesar Rpl.536.595.220,00  berkurang  scbesar
Rp250.248.611,00 menjadi sehesar Rpl.286.346.609,00

3] Pembangunan Rendah Karbon [PP3) dalam rangka meningkatkan
capaian penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor
energi, lahan, limbah, TPPU, serta pesisir dan kelautan lidak
dianggarkan.

. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan

Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan sebesar

Rp549,178.465.195,00 atau 23% dari total belanja dacrah sebesar

Rp2.344,282.003.885,00 vyang diarahkan pada peningkatan

produktivitas untuk transformasi  eckonomi  yang inklusif dan

berkelanjutan. Peningkatan produktivitas didorong melalui perbaikan
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pada sistem hukum ekonomi, pencegahan dan pemberantasan
korupsi, peningkatan kerja sama pembangunan internasional vang
menyertakan aktor nonperintah, serta pengelenggaraan pertahanan
dan keamanan ditengah peningkatan respons pertahanan beberapa
negara di kawasan Asia dan penguatan teknologi keamanan siber.
Sebagai tahun penting dalam proses tahapan pemilu, kegiatan-
kegiatan terkait pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi diberikan
perhatian lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bidang
pelavanan publik  difokuskan pada pelayanan publik berbasis
elektronik yang terintegrasi, penguatan kelembagaan, dan proses
bisnis yang efektil didukung oleh ASN profesional untuk mewujudkan
birokrasi pemerintah yvang melayani dan responsif, serta penguatan
pengawasan penyelenggaraannya.
Pada Tahun 2023, sasaran vang akan diwujudkan dalam rangka
memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan
publik [PN7] yaitu sebagai berikut:
1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpelibaranya
Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembapga Demokrasi
dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Oplimal;

2] Opumalnya Kebijakan Luar Negern;

3] Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;

4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;

5] Terjaganva Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi penyelesaian isu sirategis dalam pencapalian sasaran PN7
akan dilakukan melalui 5 [lima) PP, yaitu:

1) Konsolidasi Demokrasi (PP1) dalam rangka mewujudkan stahilitas
politik vang kondusif serta komunikasi publik yang elektif,
integratil, dan partisipatiil dianggarkan semula sebesar
Rp1720.328.100,00 bertambah sebesar Rp25.860.911.300,00
menjadi sebesar Rp27.581.239.400,00;

2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2) dalam rangka
meningkatkan efektivitas diplomasi dan pemanfaalan kerja sama
pembangunan internasional tidak dianggarkan;

3] Pencgakan Hukum Nasional (PP3) dalam rangka meningkatkan
penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan
lidak dianggarkan;

4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4) dalam rangka

meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi
pemerintah tidak dianggarkan;

5] Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5) dalam rangka menjaga
stabilitas pertahanan cdan keamanan dianggarkan semula sebesar
Rp603.000.000,00 bertambah sebesar Rp26.168.204.950,00
menjadi sebesar Rp26.771.204.950,00.
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Dalam dokumen pendukung Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah
mengalokasikan anggaran belanja dacrah berdasarkan  Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum
dalam Tabel, 5 sebagai berikul:

Tabel. 5

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten
Lampung Timur dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Hasts Terbadap
APHED B2 ‘ .
Mo Priorites Neasiomal PAPED 2021 | Belanjn Duerah
(Rij (Hp| (]
Memperkual Ketanhanan Ekonom untuk |
Pertumbuhan yang Berlualitan don 533208 360 525 00 A6 TTAABDIT] 00 3
Hetkeadban [PH1) |
Mengembangkan Wilavah untuk |
Mengurangi Kesenjangan dan Menjmmin {3,000 1,y a
Pemeratann [PNZ]
Menimgkatkan Sumbser Baya Manusia '_ ; .
Serkualitan dan Berdaya Saing (PR FO0 ST TH0.4T0,00 SO 042 adE G359, 00 K]
Revalusl Mental dan Pembangunan - [ =
Kebudayasn (P34} H.562 497 463 04 B 455 745 562, (0 | i, 56
Memperkiint Infrmtruktur ontidk |
Mendukimg Pengemlmngan Ekbonocrd dan 5 46T 425 79,0 65 036727 159,00 11
Pelnyanan Dazsr [FNS) |
Membangun Lingloangan Hudup, |
Meningkatknn Ketnhpnmn Beocome, dan 5084 036 720,00 | A0 A6 BAB M g2
Perubahan Ddim (PRE)
Memperkun: Smbililns Polink, Hukum
Pertpbnnan dan Eeamaman dan 510457 40891 K O TE 4G5 195 ) 23
Traznlormas Pelayenens Publik (N7
Jumidah Alckasl Anggarnn dalam APDID [ 124,107 61085800 | 1.238.079.005.574 .00 |
Totn] Belamja Darruh 2 247354 534 B45,00 | 2344 383 D03 BAS O 53

Alokasi anggaran berdasarkan tabel scbagaimana di atas, harus
diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama
pengembangan wilayah Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023
sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 meliputi:

a. Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera sebesar 4,7%
sampal dengan 5,2%;

b. Menurunnyva kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan
wilayah Sumatera sebesar 8,2% sampai dengan 8,6%; serta

c. Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat
pengangguran terbuka wilayah Sumatera sebesar 5,3% sampai dengan
4,6%.

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan
kembali {rebound) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak
pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama
pemerintah daerah harus mendukung tercapainya IFM  Kabupaten
Lampung Timur sebesar 70,48% sampai dengan 77,01%.
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Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur  harus
mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023
tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil
Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yvaitu:

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM
pckerja keras yang dinamis, produktil, terampil, menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan
talenta global;

b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur
untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi,
mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja
baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian
rakyat;

c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi
dengan pendekatan Omnibus Law.

d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk

penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang
panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan

¢. Translormasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dan
ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern
yvang mempunyai nilai tambah tingg bagl kemakmuran bangsa demi
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4) Alokasi Anggaran Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten
Lampung Timur Tahun 2023.
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah mengalokasikan anggaran
belanja daerah berdasarkan prioritas daerah Tahun 2023 yang diuraikan
dalam Tabel. 6 sebagai berikut:
Tabel. &
Alokasi Anggaran Pemerintah Dacrah Kabupaten Lampung Timur
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2023
Hissin
Total Angaran dakam ierhardap
X, Pricritas Daerah APELD Tuoital Anggaran delam - Belanja
(i APBLD 2023 Craerah
IEpl (|
1| Memscy Peosutiban Eencmi 59.765.234 069,00 56,414,406, 152,00 2.41
2. | Memacu Pembangunan Infrastrker D64 431 50.990,00 283,143, 140.537 00 12,08
Peninglatan Kunlilas SDOM yang Scid,
- B Lowe g e s 301.902 87 L 432.00 363.355.601.901,00 15,50
Pealnghmian Hetentruman dan oo .
A e e 2 0P 005D O 00 UYS17 U7 ARG, 00 1,30
= Peningkatan Kuahitas Layanan Publik I
& | i ko 1590 A0 (156,392 00 | 505468 BOS, 186,00 66,06
Peningkatan  Kualitns Lingkungan . .
5 | \idup dan Mitigas 4.548. 363, 528,00 4573866, 448.00 0,30
Jumiah Alakasi Anggaran dalam APBD | 2.233.614.748.496,00 2.333.453.149.655,00 99,54
Total Belnnge Dacruh 2,347 35, 534 _B45 00 244 T3 003 B85 00
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i

Penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian dacrah.

Pemernintah RKabupaten Lampung Timur menetapkan kebijakan keuangan
dacrah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi
ancaman vang membahayakan perekonomian daerah. Kebijakan
keuangan daerah, untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi
angEaran kKegiatan terfentu (refocusing), perubahan alokasi, dan
penggunaan dalam APBD, sesual ketentuan dalam Pasal 3 Undang-
Undang Nemeor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Penggant Undang-Undang Nomor 1| Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya, implementasi kebjjakan keuangan daerah dalam rangka

penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman vang

membahayakan perckonomian daerah tersebut, Pemerintah Daerah

Kabupaten Lampung Timur melakukan penyesuaian alokasi anggaran

pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang

diprioritaskan untuk:

a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;

b. penanganan dampak cekonomi terutama menjaga agar duma usaha
daerah masing-masing tetap hidup; dan

c. penvediaan jaring pengaman sosial/ social safety net;

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020

tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan

Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten

Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021.

Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah vang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai kelentuan Pasal 50
avat (1] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikuat:

a. Alokasi Angparan Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan semula sebesar
Rp806.193.758.451,00 berkurang secbesar Rpl8.961.068.030.00
menjadi sebesar Rp787.232.690.421,00 atau 34% dari total belanja
daerah scbesar Rp2.344,282.003.885,00 sebagaimana lercanium
dalam Tabel. 7 sebagai berikut:



-

Tabel. 7
Alokasi Anggaran Pendidikan
s i e v A P-APBD 2033
a | Urunan Bidnng Pondidiloan: RO A0 s BET 00 TRLG0A. 348, 159,00
1 Belamn Crpermisi: T44.372RI5IRL00 | TIT.945.176.827.00
B belmmp@ pegEa SHE, 394, 97264 00 S5 1 43 343, 105,00
B helamin harang dan jaes; GOS8 7 17 00 L0267, 530, 53 00
€ leleng hubah, 62,30 200, 00,00 63 BT 302, 0,00
d.  Delenjas hannean sosial, 0,00 0,00
il Hefargn Modsl 59,096, 530608, 00 B6.658, 168,332,00
b | Urnsan Bedang Kebudayran: 2,734 062 54300 B30 BN 6200
1] Belangs Opermai: 277040632 562,00 2.629.345 26200 |
a.  belania pegawwic i, K3 0,00
DS N oL LO99.#42, 462,00 M&l
# '"!"'“F iz, 1.634. 250, 100,00 1.699,120.400,00 |
d. b bestaan semal,
e 0,00 0,00
2} Belnrja Modal: 0,00 0,00 |
e. | Urusan Bidong Perpustalonnn: . 535232061300 | 5.341.108.247,00 |
i) Pelarjs Gperaai: 5.2300,706.613,00 5.231 048.047,00 |
i brlangs pegawal 4 111.563.727.00 | 402405024200 |
b, belanje barang doo jas; 1. 138,232 8856 00 1,206,957 805,00 |
e, Bbelanja hibah; 40000000, 00 0,0
d; belinje bentuan sosinl 3,040 .00 |
3  Beiknja Modal 42.524,000,00 130060 200,00 |
d | Urasan Ehdm:i. H'Epﬂﬂi-ﬂllﬂll'l. dan Clahrags: 2.946.347 735,00 5.00Z.BAT F35,00 |
1) Belanja Operusi: 2,946,347, 735,00 5.002.547. 735,00 |
o helnnje pegaami; 0,00 0,00
b, belunje barmg dan jasa; 1,302,097, 735,00 1.315.697.736
c. belana hibah; | 164432000000 | 36ET.220.000
a3 Belanja Modal: 0,00 | 0,1
Belarya di luar Lirusan Pendidilcan, Urusan
Kebugaysan, Urusan PeRpustakann dan
@ | Urasen Kepemudaan dan Clahragn yang
Pondsdilonrs, aniarm lain;
Arigyitvass Pengel Pl tex) BD6.103.756,451.00 |  787.232.600.421,00
_ Tatal Belanja Dasrah 2.347.354 534.845.00 | 2 344 287 003 885 00
Ressa nnggoeren peodidikan (2:3) & 1009 0 3
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telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sckurang-kurangnya 20%
[dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuail ketentuan dalam
Pasal 49 ayal (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistemn Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal B1 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
schagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2022 sesuai ketentuan butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negen Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023,

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus
mempertahankan secara terus menerus dan  konsisten dalam
mengalokasikan angearan fungsi pendidikan  sekurang-kurangnva
20% (dua puluh persen) dari total belanja dacrah yang dipricritaskan
penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di
Kabupaten Lampung Timur.

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebul di atas, antara lain
dialokasikan untuk program pada urusan bidang pendidikan semula
sebesar Rp803.469.665.889,00 berkurang sebesar
Rpl8.866.320.730,00 menjadi sebesar Rp784.603.345.159.00 atau
99 66% dari total anggaran untuk lungsi pendidikan, yang antara lain
diuraikan dalam:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
semula  sebesar Rpo91.161.301.344,00 berkurang  sebesar
Rp37.240.599.279,00 menjadi sebesar Rp553.920.702.065,00 atau
70,36% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar
Rp787.232.690.421,00

2) Program Pengelolaan Pendidikan semula sebesar
Rp203.191.155.345.00 bertambah secbesar Rpl11.211.586.749,00
menjadi sebesar Rp214.402.742.094,00 atau 27,23% dan total
anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp787.232.690.421,00

3} Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan semula scbesar
Rp9.053.166.800,00 bertambah sebesar Rp7.184.554.200,00
menjadi scbesar Rpl6.237.721.000,00 atau 0,20% dari total
anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp787.232.690.421,00

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga
pendidik berpedoman pada upah minimum vang ditetapkan oleh
Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemeriniah Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan.

. Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran keschatan scmula sebesar
Rp296.977.035.222,00 bertambah sebesar Rp70.232.535.277,00
menjadi sebesar Rp367.209,570.499,00 atau 21% dari total belanja
daerah di luar gaji ASN sebesar Rpl.750.955.814.342,00,
schagaimana tercantum dalam Tabel. 8 sebagai berikut:
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Tabel. 8
Alokasi Anggaran Kesehatan
No Kuenpones Pehitungas APBD 2023 P-APBD 2023
(1 | Urusan bidang keechatan: S I S.TTI0N0 | HO5.037.1068.224 00
B 11 | Helan)s Dperasi: | 2383573405260 | 293.614.475.284.00
& | Balanjn pagawed 105,000,023, 283,00 | 112.105250,513.00 |
b | belanjn burwng don gy 132.555.317.243,00 | 180.709.194.77 .00
| & | belana hituah; . |  BO0.DOO. 000,00 AO0.000 000,00
d. | belanjn hantiian sl 0,0 0,00 |
4 | Belign: Modai: G.904 BTS.247.00 | 11422 6G02.040,00

HBelande pade sul keglatan di huar Urusan bidang
Kesshntan yemg menusjang Kesehatem, antsr

lainm:

SLTT4 RS 440 00

&2 1 T2 403 278 00

i

Belanja Trnsler

i | Balamjs basminn kevinngan

_LL.257.680.000,00

0

A28 M5 S24.00
0,00

MAlokrm Fungs: Kesenhatan dan Belana
Bogi Hasil Pajok Rokok Mrovins: kepeda
Kabupaten /Kola sebeanr 37 5% urmak
BEIS Keselatan

L1257 650, (00, (60

1B 35E925 623400

]

Tarem Jdaininmn Eeschatian ASN

34,29 1. 390.077 .00

4. 3659 1184991 .00

H

luran Jaminan Keschstan Non ASH

4

Inrmn Jaminan Kesehatan bapl DPRD

1. 135, S0, O
fathat| e, (f

18552 e ]4]

106567 18300

5

larmn Jemman Keschaton bags KDH WHEDH

A 11T P9, (]

o038 0T 00

Ll

Medical Check Up bagi KDH SWEDH

T T, CRO, (W)

L7500 000

il

Pelmksarmnnn Medaenl Checke Lip LIPRL

402500, (00, 00

42 500 000

Fuang Heanl nap Tower | RS Had pada
Dinas Sumber Dupn Amr, Cipin Karovs dan
Tata Fuang

%

Program Pengelolaan  dan  Pengembangan
Histemn Penyedunn Alr Manum pedn Dinas
Sunther Dayn Ar, Cipia Earra den Tata
Ruang

1)

Penyediaan Perbekalan Keschatm di Dalom
Panti Sosial pada Dinas Sosial

{000, (00, B0

TH 5557 19040, 00

i1

Pangan Bemgam, Bergid,
Seimbang dan Aman (B25A) pada Cenes
Eotahanan Pangen dan Petemakan

Anggorun Keselhatan (a+hl

i T T s R )

6T, 206, ST0, 485, 0

Toinl Belanja Dasmhb

2 247354 534 845 00

Chuji ASIN

BIT. 135,310, 752,08

| 2 344382 (0. 885,00
563,326.189,543,00 |

Total Felania Ouerab di loiar Gaji ASN [3-4)

1.6 O 1 e O i

1. 750,966,814, 342, 00 |

Fasio anggaran keschatan (2-5] = 1005

18 |

.-.'r!l_!

telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya
sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji

gebesar Rpl.750.955.814.342 00, sesuai

ketentuan butir G.2

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B4 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2U23.
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Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus
mempertahankan secara terus menerus dan  konsisten
mengalokasikan anggaran untuk keschatan sekurang-kurangnya
sebesar 10% [sepuluh persen| dari total belanja daerah di luar gaji ASN,
yvang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM
Kesehatan di Kabupaten Lampung Timur,

Alokasi anggaran kesehatan pada Dinas Keschatan diuratkan sebagai
berikut:

1) Program pada wurusan bidang kesechatan semula sebesar
Rp245.262.215.773,00 bertambah scbesar Rp59.774.952.451,00
menjadi sebesar Rp305.037.168.224.00 atau 13,01% dari total
belanja sebesar Rp2.344.282.003.885,00, antara lain diuraikan
dalam:

a] Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
semula sebesar Rpl77.264.517.312,00 bertambah sebesar
Rpl8.588.152.131,00 menjadi scbesar Rpl95.852.669.443,00
atau 53,33% dam total angparan keschatan scbesar
Rp367.200.570.499,00;

b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upayva
Kesehatan Masyarakatl semula sebesar Rp58.720.226.402 00
bertambah sebesar Rp40.725.164.120,00 menjadi sebesar
RpY99.445.390.612,00 atau 27.08% dan tlotal anggaran
kesehatan sebesar Rp367.209.570.499,00;

¢} Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan
minuman schesar Rp46.3. 146.000,00;

d) Program Pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan semula
sebesar Rp5.562.523.969,00 berkurang sebesar Rp9.463.800,00
menjadi sebesar Rp5.553.060.169,00 atau 0,15% dan Lolal
anggaran kesehatan sebesar Rp367.209.570.499 00,

2) Belanja di luar Dinas Kesehatan vang menunjang Kesehatan semula
sebesar Rp39.961.390.077,00 bertambah schesar
Rp3.394.448.913,00 menjadi sebesar Rp43.355.838.990,00 atau
11,8%: dari total ANgEaran kesehatan sebesar
Rp367.209.570.499,00, yang diuraikan dalam:

a) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum pada Dinas PUPR semula sebesar Rp5.720.000.000,00
bertambah sebesar Rpl3.266.719.999,00 menjadi sebesar
Rpl18.986.710.999,00 atau 5.17% dari total anggaran kesehatan
sebesar Rp367.209.570.499,00;

bj) Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar
Rp34.241.390.077,00 berkurang sebesar RpY9.872.271.086,00
menjadi sebesar Rp24.369.118.991,00 atau 6,63% dan total
anggaran keschatan sebesar Rp367.209,.570.499,00.
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Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi stunting
(pendek dan sangal pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi
kekurangan (under weight) pada anak balta dan menurunnya
prevalenst wasting (kurus) pada anak balita antara lain pada Sub
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat sebesar
Rp760.562.100,00 atau 0,20% dan total anggaran kesehatan sebesar
Rp367.209.570.499,00, scsuai ketentuan butir G.2.a Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 050 /4890/5J tanggal 24 Agustus 2022
tentang Percepatan Penurunan Stunting i Daerah.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga
kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh
Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan.

c. Alokasi Anggaran yang bersumber dari Dana Transfer Umum.

Alokasi anggaran dari Dana Transfer Umum semula sebesar
Epl.016.413.038.403,00 bertambah sebesar Rpl8.320.318.645,00
menjadi sebesar Rpl.034.733.357.048,00 sebagaimana tercantum
dalam Tabel. 9 sebagai benkut:

Tabel. 9
Alokasi Anggaran Dana Transfer Umum
S Jumlah dalam Jumiah datam |
Mo Komponen Perhitungan APRD 3033 P- APBD 2023
[Fp] 5T
Penerimann
Dana Transfer Umum |
b s DA 1.064.854.518.000,00 | 1.064.884.518.000,00 |

| b} DEH Ha 360 TO5_ 503,00 125 B0 G095 6 | & D0

<Jumlah Penerimann 1,129, 2453 13.503,00 | 1.190.68%.513.614,00

Pengurang
gl DAL Tambahan 0,00 00
1 | b} DEH yang bersifat earmarked 0,00 1.482.689.277,00
¢f ARD 112.832.275.100,00 |  154.473.467 289,00
Jumlah Pengurang 112.832275.100,00 | 155956, 156.566,00
Jumlsh Dana Transfer Umum yang
| diperhitungkan 1.016.413.038.403,00 | 1.034.733.357 048,00

a. Pemerintah Dacrah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan
publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dan total belanja APBD
diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau
desa. Belanja bagi hasil dan/atau  transfer kepada
daerah/desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, sebagaimana tercantum dalam Tabel. 10 sebagai berikut:



L

Tabel. 10
Belanja Infrastrukiur Pelavanan Publik
Mo Komponen Perhitungan APBIEI::EIUEH P-ﬁPE{EHEUIi

Total Belanja Dacrah 2.247.354.534.845,00 | 2.344.282.003.885,00

Belana bagi hasil dan/ataw
transfer kepada daerah
dan /atau desa:

#. belanja bagi hasil

2 Tt B8.372.430.000,00 10534 493 485, 00
S SN R 404,734.393.100,00 | 420176 988 289 00
|
&
Jumilah (a+h 413,106,823 100,00 430.711 .ﬁHl.’i"?;i’.‘ﬁ_ﬁ
% | Selain {12 1834247 .711.745,00 | 1.913.570.532.111,00
Minimal Belanja Infrastruktur |
4 | Pe Publile  [40% : : ,
inyanan ‘ *| 733.699.084.698,00 | 765.428.208.844,00
Selisih) R T |
Tabel 10.1
Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah
: Jumlah Dalam Jurnlaly Dalam
No Komponen Perhitungan APED 2027 P_ AFED 7033
I :
a) Belanja Modal 214.541.704.076.00 A2ph h26. R0 82,00
1] Tansh 0,00 1,00
2] Peralatan dan Mesin 26.031_282.571,00 25.147.410.906,00
3} Gedung dan Bangunan £3.395.519.571 .00 T3.910.400. 195 00
4| Jalan, jaringan dan irigasi 104,763,287 934 00 111.9738.500.727,00
5] Aset tetap lainnya |5.351_614.000,00 15.589.960. 000,00
B Asct lainnya LR 000
bl Belanja pemeliharman 5.738.783.91 1.00 7299545, 497,00
=
H,'ﬂﬂl::l_m;lj_ﬂ Hibah 109.505.823,733,00 116421 837227 00
b] Belanja Pantuan Sosinl I0h, CBEN (3,430
¢l Belanjs Bantuan Keuangan §9.463,534.513,00 B9_463.534.513,00
Jumlsh Belanja Infrestrukour  Daerah T
] (1+3) 419,299,846 233,00 439811202 065,00
Persentase Belenja Infrastruktur
terhadap Transfer ke Daerah yang 4] 43
Pengpunuannys Bersifal Umem |

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengalokasikan belanja
mfrastruktur pelayanan publik yaitu belanja infrastruktur daerah vang
langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau
pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang beronientas:i pada
pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan
kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurang
kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah paling rendah
40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi
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hasil dan/atau transfer kepada daerah don/atau desa sesuai
ketentuan butir G.3.b, Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anpgaran 2023,

Selanjutnya, dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan
publik belum mencapai 40% [empal puluh persen), Pemerintah Dacrah
menyesuaikan porst belanja infrastruktur pelayanan publik daerah
secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sechingga batas
akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktuar
sekurang- kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027,

. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan
Pengawasan pada Inspekiloral Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
semula sebesar Rpl13.589.719.138,00 bertambah sebesar
Rp532.888 886,00 menjadi sebesar Rpl4.122.608.024,00 atau 0,60%;
dari total belanja dacrah scbesar Rp2.344.282.003.885,00 antara lain
tercantum pada:

1) Kegiatan Penyelenggaraan Penunjang urusan Pemerintah Daerah
semula  sebesar  Rpl11.543.219.238,00 bertambah  sebesar
Rpl1.329.215.486,.00 menjadi scbesar Rpl12.872..434.724,00,

2] Kegiatan  Penyelenggaraan  Pengawasan semula  sebesar
Rpl.814.831.600,00 berkurang sebesar Rp5394.888.000,00 menjadi
sebesar Rpl.219.943.600,00;

3] Kegiatan Pendampingan dan Asistensi semula sebesar
Rpl82.591.900,00 berkurang sebesar Rpl157.927 400,00 menjadi
scbesar Rp24.664.500,00

Telah memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan
pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
sekurang-kurangnya 0,5% (nol koma lima persen) dari total belanja
dacrah scbesar Rp2.344.282.003.885,00 scsua: ketentuan butir
(3,9.b.1) Lampiran Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengalokasikan
anggaran pengawasan sesual dengan  kewenangannya, untuk
mendanai  program dan  kegiatan pembinaan dan pengawasan,
meliputi:

1] kegiatan pengawasan, yaitu:

a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan
yvang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk
pemeriksaan  ketaatan terhadap  ketentuan  peraturan
perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksansan norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah
pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
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b] Keviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana
keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja
Pemerintah Dacrah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat
daerah, Rancangan kebijjakan umum anggaran dan priorotas
plafon anggaran scmentara, RKA-OPD,

¢l Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;

d) Reviu Laporan Keuangan;

e] Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probity Auwdit, Reuviu
Laporan Kinerja, Rewviu LPPD, Pemernksaan dengan tujuan
rertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang
berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;

] Penguatan tata Kelola pemenntahan dan Peningkatan Integritas
meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian
integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi,
Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capalan aksi
pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional
pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi
pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi
pemberantasan korupsi, Operasionalisasi gapu bersih pungutan
har, Pemeriksaan nvestigatif, Tindak lanjut perjanjian
kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan
laporan/pengaduan masyarakat wvang berindikasi korupsi,
Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan
pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

2| Peningkalan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3,
Maturitas sistern pengendalian internal pemerintah, penerapan
manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui
pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120
jam /tahun per APIP,

3| sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur
beton dan lain-lain.

Sesuai ketentuan butir .9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 20243.

. Alokasi Anggaran untuk Penpembangan Kompetcnsi Penyclenggara
Pemerntah Daerah

Penyediaan anggaran yvang tercantum pada OPD Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah semula sebesar Rp8.991.736.724,00

berkurang sebesar Rp882.785.913,00 menjadi sehesar
Rp&.108.950.811,00 atau 0,34% dari total belanja daerah sebesar

Rp2.344.282.003.885,00, antara lain tercantum pada:

1] Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Dacrah semula sebesar
Rp7.405.388.124,00 berkurang sebesar KRpl.945.748.113,00
menjadi sebesar Rp5.459.640.01 1,00;

2| Kegiatan Kepegawaian Daerah semula sebesar Epl.586.348.600,00
bertambah  sebesar  Rpl.062.052.200,00 menjadi sebesar
Rp2.649.310.800,00;
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3| Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia scmula scbesar
Rp319.208.400,00 berkurang sebesar Rp93.159.000,00 menjadi
sebesar Rp224.049.400,00.

Telah memenuhi alokas: angegaran untuk pendidikan dan pelatiban
bagi ASN dalam rangka pengembangan kKompetensi penyelenggara
Pemerintah Daerah, paling sedikit 0.16% (nol koma enam belas
persen) dari  total belanja  dacrah  sesuai  ketentuan  butir
D.16.a.2).c).{2).(1).ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus
mempertahankan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan
bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara
Pemerintah Daerah.

Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Dacrah kepada Pemerintah Desa

Penvediaan Anggaran Belanja Bam Hasmil Pajak Daerah kepada
Pemerintah Desa dialokasikan semula sebesar Rp7.810.000.000,00
bertambah  sebesar Rpl.934.032.835,00 menjadi  sebesar
Rp9.744.032.835,00 atau 12,16% dan total Pendapatan Pajak Daerah
scbesar Rp80.100.000.000,00, telah memenuhi alokasi anggaran
untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomaor 11 Tahun 2019 dan huruf 1.16.4.2).a).|8) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023,

Alokasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa

Penyediaan Anggaran Belanja Bagl Hasil Retribusi Daerah kepada
Pemerintah Desa dialokasikan semula sebesar Rp562.430.000,00
bertambah sebesar Ep228.030.650,00 menjadi schesar
Rp790.460.650,00 atau 14,05% dar tolal Pendapatan Retribus:
Daerah sebesar Rp5.624.300.000,00, telah memenuhi alokasi
anggaran untuk Belanja Bagp Hasil Retnbusi Daerah kepada
Pemerintah Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 lenlang Peraluran
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebapgaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 dan huruf D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023,
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h. Belanja Alokasi Dana Desa kepada Pemerintabhan Desa

Penyediaan Angparan Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa
yang dianggarkan dalam jenis Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintahan Desa dialokasikan semula sebesar Rp403.684.393,00
bertambah  sebesar Rpl5.542.5095.180,00 menjadi  sebesar
Rp419.226.988.289,00 atau Rp155.634.670.289,00 setelah dikurangi
Dana Desa atau 13,07% dari total Dana Perimbangan setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus [DAK) acbesar
Rpl.190.689.513.614,00, telah memenuhi Alokasi Dana Desa kepada
Pemerintahan Desa secbagaimana diamanatkan dalam Pasal 96
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sehagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan butir D.16.d.2).a).(8) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

1. Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung program Jaminan
Kesehatan  Nasional (JKN) dialokasikan semula  sebesar
Rpl1.257.680.000,00 bertambah schesar Rpl5.583.680.000,00
menjadi sebesar Rpl8.353.925.624,00 atau 37.5% dan total
pendapatan  pajak rokok scbesar Rp48.943.801.663,00, wvang
tercantum di OPD Dinas Kesehatan pada kegiatan Pengelolaan
Jaminan Kesehatan Masvarakat. Penyediaan anggaran ini tclah
memenuhi ketentuan penyediaan anggaran dalam rangka mendukung
program Jaminan Kesehatan Nasional [(JKN) sebesar 37,50% dari
pendapatan pajak rokok sebagaimana diamanatkan butir G.6.
Lampiran Peraturan Mentenn Dalam Negen Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023,

7] Penyediaan anggaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, sebagal benkut:

a. Alokas: Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga (TP-PRK);

Penyediaan Anggaran TP-PKK yang dianggarkan pada Sub Kegiatan
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan
Pemberdayaan Masyvarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas
Pemberdayaan Masyvarakat  dan Desa semula  sebesar
Rpl.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp230.031.000,00 menjadi
sebesar Rp769.969.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah
sebesar Kp2.344,282,003.885,00 dianggarkan untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten melalui:

1} upaya percepatan penurunan stunting melalul pendampingan
keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT] vang
dianggarkan pada OPD yang secara fungsional terkait dengan
penanganan pelayanan sosial dasar;



2)

3)

4

5)

6]

=5

dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melaluai
Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital yang meliputi
peningkatan kualitas keluarga scjahtera dan harmonis, keluarga
bersih narkoba, keluarga ant trafficking, dan keluarga yang
melindungi anak dari kekerasan seksual;

mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan
Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan
kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perckonomian berbasis
keluarga, serta wupava peningkatan pendapatan keluarga,
kewirausahaan rumahtangga, dan perkoperasian;

mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan
Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan
Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan
tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggl, melakukan
kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan
lokal sebagai upaya mengurangi angka stunting, pencapaian pola
pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong
pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumahtangga;

dukunpgan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan
Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos
Pelayanan TeRpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara
lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital
untuk ibu/anak, Antropomeiri, Thermomeler. insentil bag Kader
PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain
vang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi
(AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas,
pembudayann Norma Keluarga Kecil Bahagin Sejahtera (NKKBS),
peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga
vang tangpap dan tangguh bencana rumahtangga, peningkatan
peranscrta masyarakat untuk mengembangkan kegatan keschatan
dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga vang tangguh
dalam perencanaan keuangan sehat;
pemberdayaan Kader PRK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan
10 Program Pokok PKK, yang meliputi:

a) penghayatan dan pengamalan pancasila;

b] gotong royong;

€] pangan;

d} sandang;

e} perumahan dan tata laksana rumah tangga;

) pendidikan dan keterampilan;

gl keschatan,

h| pengembangan kehidupan berkoperasi;

i| kelestarian lingkungan hidup; dan

jl perencanaan sehatl.

7] dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK] dengan
memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada
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OPD dengan memedomani klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur
perencanaan pembangunan dan keuangan dacrah sesuai dengan
keteniuan peraturan perundang-undangan.

8) Pemerintah Dacrah juga dapat menganggarkan dalam bentuk
Belanja Hibah yang dianggarkan pada OPD berkenaan dan dirinci
menurul obyek, rincian obyck dan sub rincian obyek pada program,
kegiatan dan sub kegpiatan sesual dengan tugas dan fungsi Tim
Penggerak PEKK dengan prioritss penggunaan untuk mendukung
upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan
Stunting, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 Program Pokok
PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PEK dan
Rader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga,
peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang,
dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha
kerajinan rumahtangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional
Sekretariat Tim Penggerak PRK serta kegiatan lainnya,

9) Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas
SDM penerima hibah.

Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-FKK
provinsi tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan melalui program,
kegiatan dan sub kegiatan pada OPD dengan berpedoman pada tabel
pemetaan sebagaimana dimaksud dalam amanat butir G .67 Lampiran
Peraturan Mentenn Dalam Negenn Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah

Penyediaan Anggaran pada Sub Kegiatan Penataan Administrasi
Pemerintahan pada  Sekretanial  Daerah  semula  sebesar
Rp67.600.000,00 berkurang sebesar Rp4.000.000,00 menjadi sebesar
Rp63.600.000,00 atau 0,002% dari total belanja daecrah sebesar
Rp2.344,282 003.885,00 dianggarkan guna mendukung Peningkatan
efektvitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten dan Forum
Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebapai pelaksanaan urusan
pemerintahan umum vang menjadi kewenangan Presiden sebagai
kepala pemerintahan dan dilaksanakan olech Gubernur, Bupati/Wali
Kota, dan Camat di wilavah kerja masing-masing sesuai ketentuan
butir ¢.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2023,

Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
semula sebesar Rp200.000.000,00 berkurang scbhesar
Rp50.000.000,00 menjadi sebesar Rpl150.000.000,00 atau 0,006%
dari total belanja daerah scbesar Rp2.344,282,003.885,00 yang
dianggarkan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
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Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah,
lelah memenuhi kelentuan Peraluran Bersama Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negenn Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala
Dacrah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian
KEumabh [badah, namun alokasi anggaran tersebul dinilai belum cukup
memadal dalam membangun dan merawal kerukunan umat beragama
di Kabupaten Lampung Timur.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus
menyediakan alokasi anggaran vang memadai guna mendukung
Pelaksanaan Tugas Kepala Dacrah/Wakil Kepala Daerah Dalam
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum
Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah wang
dianggarkan pada perangkat dacrah yang melaksanakan urusan
pemerinlahan dibidang kesaluan bangsa dan politik melalui hibah
sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
903/6397/58J tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan
Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

d. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kkecil dalam Pengembangan
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan
Teknologi semula sebesar Rp272.000.000,00 bertambah sebesar
Rpb63.238.804,00 menjadi sebesar Rp335.238.804,00 atau 0,045% dari
total belanja barang dan jasa dan belanja maodal di luar belanja modal
tanah sebesar Rp732.543.372.971,00, dianggarkan sesuai ketentuan
Insiruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Marel 2022 lentang
Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Neger dan Produk
Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan
Gerakan Nasional Bangga Buatan [ndonesia Pada Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur belum memenuhi alokas:
penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha
kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen)
dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja
modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 20232
tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
dan Produk Usaha Mikro, Usaha Keril, dan Koperasi Dalam Rangka
Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada
Pelaksanaan Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus mengalokasikan
anggaran penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro,
usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (cmpat puluh
persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar
belanja modal tanah.
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Alokasi Anggaran untuk Penanganan Penvakit Mulut dan Kuku

Penyediaan anggaran penanganan Penyakit Mulut dan Kuku sebesar
Rp144.000.000,00 atau 0,0061% dari total belanja daerah sebesar
Rp2.344,282,003.885,00 agar dianggarkan pada Sub Kegiatan
Pengendalian Risikoe dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan
Zoonosis, agar dialokasikan secara memadai dan dalam
pelaksanaannya harus mendukung penanganan Penvakit Mulut dan
Kuku dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
44 Tahun 2022 tentang Penanganan FPenyakit Mulut dan Kuku di
Daerah.

Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa

Penyediaan anggaran vang antara lain tercantum pada:

1) Sub  Kegiatan  Fasilitasi Penyelenggaraan — Administrasi
Pemerintahan Desa semula sebesar Rpl100.000.000,00 berkurang
sebesar Rp67.680.800,00 menjadi sebesar Rp32.319.200,00,

2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa semula
sebesar Rp250.000.000,00 berkurang sebesar RpS1.759.000,00
menjadi sebesar Rpl98.241.000,00;

3] Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa semula sebesar
Rpl100.000.000,00 berkurang sebesar Rp43.300.000,00 menjadi
scbesar Rp56.700.000,00;

4) Sub Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga
kerja sama antar desa semula sebesar RpS0.000.000,00 berkurang
sebesar Rp34.760.000,00 menjadi sebesar Rpl5.240.000,00,

5] Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan desa serta Lomba
Desa dan kelurahan sebesar Rpl125.000.000,00.

dianggarkan sesuai ketentuan butir G.51 Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023.

Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Pengelolaan
Cagar Budaya Peringkat kabupaten/kota semula sebesar
Rpl182.100.000,00 berkurang scbesar Rp68.901.400,00 menjadi
sebesar Rpl113.198.600,00.

Dianggarkan sesuai ketentuan butir G.81.bh Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
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h. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum

L

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Fasilitasi
Bantuan Hukum semula sebesar Rp365.821.200,00 berkurang
sebesar Rpl03.796.400,00 menjadi sebesar Rp262.024.800,00
dianggarkan sesuai ketentuan butir (.45 Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023, dalam pelaksanaanya agar didukung
dengan regulasi yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Alokasi Anggaran untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi
Murla

Alokasi anggaran dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada
generasi muda pada OPD yang menyelenggarakan urusan
kepemudaan dan olahraga sekurang-kurangnya 0,027% (nol koma nol
dua tujuh persen) dan total belanja daerah sebesar Rp648.411.900,00
sesuail ketentuan butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023, Kabupaten Lampung Timur belum mengalokasi
anggaran dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi
muda pada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
Umm.

Selanjutnya, dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada

generasi muda sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 51

Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan

berdasarkan Program Prioritas Nasional IV Revolusi Menial dan

Pembangunan Kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah

Kabupaten Lampung Timur menganggarkan dukungan pendanaan

program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), meliputi:

1] pembentukan Paskibraka;

2] pelaksanaan tugas Paskibraka;

3] pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila;

4] pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila;

2] pembinaan lanputan kepada Pumapaskbraka Duta Pancasila; dan

B) pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Pumna
paskibraka.

Sesual ketentuan butir .74 Lampiran Peraturan Mentenn Dalam

Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyvusunan APBD

Tahun Anggaran 2023,

Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, antara lain
tercantum pada:

1) Belanja Pegawali BLUD semula sebesar Rp2.183.562.034,00
bertambah 179.970.000 menjadi sebesar Kp2.363.532.034,00;

2) Belanja Barang dan Jasa BLUD semula  sebesar
Rp68.524.553.015.00 bertambah sebesar Rpl1.743.382.121.,00
menjadi sebesar Rp80.267.935.136,00;



- 57 -

dianggarkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Noemor & Tahun 2023
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang

Badan Layanan Umum Dacrah scrta butir G.30 Lampiran Peraturan

Menteri Dalam Neperi Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APRD Tahun Anggaran 2023,

J. Belanja Operasi

Penvediaan anggaran Belanja Upecrasi scmula schesar
Rpl.618.556.007.669,00 bertambah sebesar RpH35.998.034.028,00
menjadi sebesar Rpl.684.554.04 1.697,00 atau 71,85% dar total belanja
daerah sebesar Rp2.344.282.003.885,00 merupakan pengeluaran
anggaran untuk kepiatan sehar-han Pemenntah Daerah yvang member
manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat |2}
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada
objek belanja:

a. Belanja Pegawsai

Jumlah alokasi Belanja Pegawai semula sebesar
Rp909 951.320.326 00 berkurang sebesar Rp28.528.753.663,00
menjadi sebesar RpBE1.422.566.663,00 atau 30,64% dari total belanja
dacrah sebesar Rp2.344.282.003.885,00 belum memenuhi ketentuan
alokasi belanja pegawai diluar tunjangan puru vang dialokasikan
melahlai Tunjangan Kinerja Daecrah maksimal 30% (tiga puluh persen|
dari total belanja Daerah.
Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada;
1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN]
Penvediaan angearan Gaji dan Tunjangan ASN semula sehesar
Rpb37.135.310.752,00 berkurang sebesar Rp43.169.121.209,00
menjadi scbesar Rp593.966.189.543,00 atau 25,33% dari total
belanja daerah sebesar Rp847.680.249.882 56 dapat dianggarkan
dengan memperhitungkan rencana kenailkan gaji pokok dan
tunjangan ASN serta kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesual
formasi pegawai Tahun 2023, kebutuhan kenaikan gaji berkala,
kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawal
dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5%
(dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji
pokok dan tunjangan sesuai ketentuan butir D.16.a.1).j).( 1], butir
D.16.a.1).j).(2), dan butir D.16.a.1).j).{4) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,
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2} Penganggaran belanja jaminan keschatan, jaminan kecelakaan
kerja, dan jaminan kematian yang antara lain tercantum pada:

a] Belanja luran Jaminan Keschatan KDH/WKDH, Pimpinan dan
Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:

(1) Belanja luran Jaminan Keschatan ASN
semula sebesar Rp34.241.390.077,00 berkurang sebesar
RpY9.862.27 1.086,00 menjadi sebesar Rp24.379.118.9491,00
vang diperuntukan bagi ASN belum sesuai ketentuan
Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta
Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2020 tentang Penyetoran luran Jaminan Keschatan Dagi
Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Dacrah
dan butir D.16.a.1] j}.{5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023,

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja juran jaminan
Kesehatan ASN sebagaimana tercantum dalam Tabel 1]

sebagal benkut:
Tahel 11
Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN
APBD Ta 20123 P-APBD TA 2023
EOHNS RYRESFL S RF N RN _ JUMLAH (Rp) JUMLAH (RF)

Penenmaan

8 | Pelaga Caui Pl ASH 475.804.597.747,00 | 453.061.465.357,00 |

b. | Belanja Tunjangan Keluarga ASN 45.400.684,132,00 |  40.926.434,019,00
: 5 r 5 O L 1

¢, | Belanja Tunjangan Jabatan ASN

6.498.105.950,00 2.482.289.633,00

i, || Acstgis Ty stapat Btngriul SEN 32,129.114,900,00 | 29.788.979. 129,00

£ | BEsngTaergas: CRngpaol Drgty K 4.435.841.412,00 | 3.655.191.185,00

| I | Belanja Tambahan Penghasilan ASN 58,733.635.300,00 | 73.798.418.128,00

Jumiah Penetimaan 623.010.979.441,00 | 607.712.777.451.00 |

luran vang harus dibavarkan idum]ah

Penerimaan X 4% 24920439177 6% 23.308.51 1.094,04
Alokari Belanga Turan Jaminan Keschatan ASN
pada APBD 34 341 390 07T 00 24360 112991 (0 |

Sehisth lebih bayar (angka 4 - angka 3) 9 320,950 899 36 60,607,892 Of

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran
jaminan Kesehatan bagi ASN, belum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat
besaran alokasi luran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya
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sebesar Rp24.308.511.098,04 atau terdapat selisih lebih
sebesar Rpb0.607.892,96. Selisih lebih dapat dianggarkan
apabila terdapat utang kcpada pcnyelecnggaran Jaminan
Kesehatan,

Untuk itu, Pemernintah Kabupaten Lampung Timur harus
menyesuaikan besaran alokasi anggaran luran Jaminan
Kesehatan ASN sesual ketentuan Undang-Undang Nomaor
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
scbagammana lelah diubah dengan Undang-Undang Nomor
b Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penvelenggara Jaminan Sosial sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor & Tahun
2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden
Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun
2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2020 tentang Penyetoran luran Jaminan Reschatan Bagi
Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah,
dan butir D.16.a.1)j}.{5) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebesar
Rpl16.567.183,00 vang diperuntukan bagi pimpinan dan
anggota DPRD belum sesual ketentuan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional sebagaimana telah dmubah Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
sehagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun
2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden
Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menten Dalam Negen
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran luran Jaminan
Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan
Pemeriniah Daerah dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penvusunan APBD Tahun Anggaran
2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan
Kesehatan bagl pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana
tercantum dalam Tabel. 12 sebagai berikut:
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Tabel 12
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

| P-APBD TA 2023

MO KOMPOMNEN PERHITUNGAN APRD TA 2023
JUMLAH [Rp) JUMLAH (Rp)

| |Penerimaan =000 = e ——u—
8. Belanja Uang Representasi DPRD 1.114.260.000,00 1.114.260.000.00
b. Belanja Tunjangan Keluargas DPFRD ¥ 121.000.000,00 123.000.000.00 |
¢, Belanja Tunjangan Jabatan DPRD  L615.677.000,00 | 1.615.677.000,00
d. g'ff;;:'fﬂ Tunjangn At Keich grapen 132,726, 700,00 135.256.593,00

Belanja Tunjangan ﬂlni_ﬁ.cﬁgkapm B -

. Lainnva DPRD 18.625.700,00 18.625.700,.00

2 | Jumlah Penerimaan J.002.289400,00 | 3.0055819.293,00
luran yang harus dibavarkan (Jumlah § i

= Pencrimaan x 4%) 120,08 ] 576,00 120.232.772,00
Alukas Behinja luran Juminon Keseluulan

A OFRD la APBD 120,491 976,00 116567 183,00
Sclisih kurang bayar {angka 4 - angka 3} 4(41.400,00 -3.665.589,00

(3

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi angparan uran
jaminan Keschatan bagi pimpinan dan anggota DPRD,
belum sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, mengingat besaran alokasi luran Jaminan
Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD seharusnya
scbesar Rpl120.232.772,00 atau terdapat kurang sebesar
Rp3.665.580,00.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur hars
menyesuaikan besaran alokasi anggaran iuran jaminan
keschalan bagn pimpman dan anggola DPRD  sesum
ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 20, Pasal 33 dan Pasal 33a
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraluran
Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020
tentang Penyetoran luran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja
Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan
butir D.16.a.1).j).15) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil
Bupati semula sebesar Rp 25.117.996,00 berkurang
sebesar Rpl19.579.918,00 schingga menjadi sebesar
Rp5.538.078,00 yang diperuntukan bagi Bupati/Wakil
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Bupati belum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomaor 40
Tahun 2004 tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial
sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun
2023, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
sistem Jaminan Sosial Nasional sehagaimana telah diubah
Undang-undang Nomor & Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33
dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun
2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2020 tentang Penyetoran luran Jaminan Kesehatan bagi
Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah,
dan D.16.a.1).j).[5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor B4 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun  Anggaran 2023.

Selanjurnya, penyediaan alokasi belanja juran jaminan
Keschatan bagi KDH/WEKDH scbagaimana tercantum
dalam Tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 13
Belarnja luran Jaminan Kesehalan KDH/WERKDH

APBD TA 2023

P-AFBD TA 2023

[ KOMPONEN PERHITUNGAN JUMLAH [Rp) JUMLAH (Rp)
| | | Penerimaan I
i. Belanga Gap Pokok KDH/WKDH 386,272.142,00 54.802.500.00 |
b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Saiipe | i |
o ‘Rewnia TondsnganJabatan KRR/ WEEH 220.833.814,00 98 806.500,00 |

Z | Jumiah Penerimaan 627,949 907,00 161,383 930,00 |

3 Iuran vang harus dibayarkan (Jumlah Penerimadsn x

+ | qug) 25.117.996,28 6.455.358,00 |

4 | Alokasi Belanja luran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH .
pada APBD 25.117.996,00 5.538.078,00
Behisih lelnh bayar jangka 4 - angka 3} 0,28 917.280,00 |

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran
jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati terdapat
selisih kurang sebesar Rp917.280,00.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus
menyesuaikan besaran alokasi anggaran iuran jaminan
Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati sesuai ketentuan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang badan
Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah
Undang-undang Nomor & Tahun 2023, Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor
6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan
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Presiden Nomor 82 Tahun 2018 scbagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran luran
Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di
Lingkungan Pemerintah Daerah, dan D.16.a.1)j).(5)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 lentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023.

bl Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
vang diperuntukan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan
Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:

(1)

Penyediaan alokasi anggaran Belanja luran Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian vang diperuntukan
bagi ASN, diuraikan pada:

(a] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula
scbesar  Rpl.074.230.564,00  berkurang  sebesar
Rpl128.814.498,00 menjadi sebesar Rp945.416.066,00;

(b) Belanja luran Jaminan Kematian ASN  semula
sebesar  Rp3.207.167.804,00  berkurang sebesar
Rpl.B38.268.813,00 menjadi sebesar Rpd68.898.991 ,00;

Agar dianggarkan dengan berpedoman pada pasal 22 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi
Pegawai Aparatur Sipill Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan
butir D.16.a.1}.j).[6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023,

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten

Lampung Timur harus mengalokasikan:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecclakaan Kera ASN
seharusnya sebesar Rpl.136.174.320,27 atau 0,24%
dari gaji pokok sebesar Rp454.469.728.107.00 sehingga
terdapat selisih kurang sebesar Rp190.758.254,27;

(b) Belamja luran Jammman Kematan ASN seharusnya
sebesar Rpl.363.409,184,32 atau 0,30% dari gaji pokok
sebesar Rp454.469.728,.107,00 sehingga terdapat selisih
lebih sebesar Rpl.474.859 628,68

Selisih lelnh dapat dianggarkan apabila terdapat kewajiban
vang belum direalisasikan pada tahun anggaran
schelumnya.
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¢} Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan
keschatan di luar cakupan penyelengearasn jaminan kesehatan
yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka
pemeliharaan kesehatan berupa:

(1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp297.500.000,00;

(2) Sub Kegiatan Pelaksanasan Medical Check Up DPRD sebesar
Rp42.500.000,00.

agar dianggarkan sesuai ketentuan bubtir D.16.a.2).c}.{2].(c]
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023
Khusus untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung
Timur, dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratil Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyal Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemenntah Nomor 1 Tahun 2023.

3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, yang antara lain:

a] Belamja 3aji  dan  Tunjangan DPRD semaula
schesar Rp27.919.696.817,00 bertambah sebesar
Rpl386.800.000,00 menjadi sebesar Rp28.306.496.817,00,
vang diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi,
kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam
pPENEEUNAan anggaran.

Selanjuinya, penyediaan alokasi Belanja Gaji dan Tunjangan
DPRD yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
antara lain diuraikan pada:

(1) Belanja Uang Representasi DPRD schesar
Rpi.114.260.000,00 alokasi Belanja Uang Represeniasi
DPRD tersebut belum sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
sebagaimana tercantum dalam Tabel 14 sebagai berikut:
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Tabel 14
Belanja Uang Representasi DPRD
APED TA 333 PLAPBD TA 30233
JUMLAH GATI
I N1 URAIAM JUBLAH Fﬂ-]ﬂﬁhﬂ:ﬁﬁl?ﬂ JUMILAH PORIOE (AN
PIMPINAN DAN rih b i fﬁm PIMPINAN DAN UANCG
ANGGOTA ANGGOTA REPRESENTAS!
i1 ER-PI {RPI |
—— a . . — L |
| Eetua {setara dengan gaji
! | pokak Gubemnur) 1 25.200.000,00 | 25.200.000,00
Wiaki (80% dar uang
2 | representasi Ketua DPRD] 3 0. 480.000,00 3 B0, 480,000,060
Angpols [75% dar wany S i =T =
3 1asi Ketua DPRD) 46 869.400.000,00 36 B69.400.000,00
| Jumlah Pimpinan dan
B s 501 Q55 080.000,00 56 955, (B0.000,00
Uang repreaentasi x 14 L
5 : 955.080,000,00 955, 080,000,00
Huiian)
e 1.114.260.000,00 1.114.260.000 00
Selisth lebih bayar I | 199.180.000.00 |52, 180,000,00
Berdasarkan tabel diatas, alokasi Belanja Uang

Representasi DPFRD

terdapal

selisth  lebih  sebesar

(2) Belanja

Rp159.180.000,00.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus
menyesuailkan besaran alokasi anggaran sesual ketentuan
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratil Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyal Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomeor 1 Tahun
2023,

Jabatan DPRD

Tunjangan sehesar

Rpl.615.677.000,00 dan alokas Belanja Tunjangan Jabatan
DPRD tersebut telah memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 atau 145% dari uang
Representasi. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung
Timur untuk mempertahankan kesesuaian alokasi anggaran
untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;

(3) Belanja Tunjangan Alat

Kelengkapan DPRD  sebesar

Rpl135.256.493,00;
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|4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan
Anggota DPRD sebesar Rp6.300.000.000,00 belum sesuai
ketentuan Pasal B ayat (6) huraf ¢ Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menlen
Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban [Dana  Operasional, sebagaimana
tercantum dalam Tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 15
Belanja Tunjangan Komunikasi: Intensif Pimpinan dan
Angpgota DPRD
APBD TA 2023 P APBED TA 2023
I . 5o
KOMPONEN ‘JUHL":'" LFANGE JUBILAH LIANG
PERHITUNGAN Hﬂﬁﬂ'ﬁ"“ REPRESENTASl | PIMPINAN DAN REPRESENTAZI
DPRD =p) ANGOOTA DPRD iRyl
5 x dari uang representasi
Ketua DPFRD selama 12 b 1] 5.0 000, 00 al 20, BE) 0D, D
| Bulan =  iF . e e

Jumialy Pagu 1.5 12 000, 000, 00 1.51 2, 000 000, 00
Alokasi TunjEgm
Komunikasi Inteneif peda B, A0 O 000, 00 & 200, D04 OO0, 00
WD — —_ —— e - - o — —_— B
Selinih 4 T8 000, 000, 00 4. T88.000.000,00

Berdasarkan tabel diatas, alokasi Belanja Tunjangan
Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD terdapat
selisih lebih sebesar Rp4.788.000.000,00.

Untuk itu, Pemenntah Kabupaten Lampung Timur harus
menyesuaikan besaran alokasi anggaran Belanja Tunjangan
Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai
ketentuan sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (6) hurul ¢ Peraturan
Pemerintah Nomor I8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Admimustratil Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksansan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional.

(5) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rpl.558.000.000,00
belum sesual dengan Pasal 8 ayat (6) hurul ¢ Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratil Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Mentern
Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional scharusnya sebesar
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Rpl.512.000.000,00 schingga terdapat selisih lebih sebesar
Rp46.000.000,00, sebagaimana tercantum dalam Tabel 16
sebagail berikouat:

Tabel 16
Belanja Tunjangan Reses DPRD

APHD TA 2033 [ AF‘HH_TH .EﬂﬂE_ |
(1] )
HOMPONEN JUMLAH JUMLAH o
PERHITUNGAN UANG . LANG
Hmﬁ,ﬁf” REPEESENTAS] Hh::l!‘#ﬁ!‘{ D:'H REFRESENTASI]
DPRD {Rpl DPRD {Rp)
X flan mang
represeniasl Kedus 50 25,200, 000,00 50 25.200.000,00
DPRD (KKD Rendahj
Jurninh _ 18 2 O (4N, 00 1,512,000, (100,00
Alokas Tunjangan e
% etk AP | 575, 000, 000,00 1,558 000,000, 00
| Zelisih 63.000,000,00 | | 46.000.000,00

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus
menyesuaikan besaran alokasi anggaran sesual ketentuan
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Fimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2023.

(6) Belanja  Tunjangan  Perumahan DPRD sebesar
Rp8.004.000.000,00 harus mempedomani Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimmana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor | Tahun 2023 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi
Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaiman
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
11 Tahun 2007;

(7) Belanja ~ Tunjangan  Transportasi DPRD  scbesar
Rpd.646.000.000,00 harus mempedomani Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023,

Terhadap Belanja pada angka (6] dan angka (7) tersebut
dialas, sesuai kctentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Pemberian Tunjangan
Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan
Anggpota DPRD fidak boleh melebihi Tunjangan Perumahan
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dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD Provinsi.

b} Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD  sebesar

Rpd52.000.000,00 belum sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (3
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratil Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 itentang
Pengelompokan  Kemampuan  Keuangan Daerah  serta
Pelaksanaan dan Perlanggungjawaban Dana Operasional,
scharusnya scbesar Rp554.400.000,00 sehingga terdapat selisih
kurang sebesar Rp302.400.000,00, sebagaimana tercantum
dalam Tabel 17 scbagai berikut:

Tabel 17
Belanja Uperasional Pimpinan DPRD
KOMPONEN : )
NO PERHITLINGAN APBD TA 2023 APHD TA 2023 B
1 Ketua DPRD 100, SO, (W 0N 100 B, G0 0K
Wakdl Ketua DPRD 452 A0, 000,00 453 (E0,000.00
Jinnlah [Deana Sporasicnal 54 400, GO0 0 484,400,000, 00
2 r o T = =11
Alohasl Ut PERCEIILES 252000 000,00 252.000.000.00
pasta APED
| selisin 302400.00000 [ 302.400.000,00

dapat dianggarkan sesual ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas,
efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas
dalam penggunaan anggaran dimaksud.

Dalam hal alokasi anggaran tunjangan perumahan dan
tunjangan  transportasi mengalam  kenaikan,  harus
memperhatikan asas kepatulan, kewajaran, rasionalitas,
standar harga selempat yvang berlaku, dan standar luas
bangunan serta lahan rumah negara vang dilakukan secara
selektif dan hasilnya dilaporkan secara (ransparan dan
akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana amanat Pasal 17 avat (1) dan ayat (2
Peraturan Pemerintah Noemor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.
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4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Belanja Dana Operasional BupatifWakil Bupati sebesar
Rp&00.000.000,00 atau  0,25% dari total Pendapatan Asli Dacrah
sebesar Rp235.65Y9.159.420,00 dapal dianggarkan dan penentuan
besarannya sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, wvaitu paling rendah
Rp600.000.000,00 dan pahng thinggm 0,15% dan target Pendapatan
Asli Dacrah di atas Rp150.000.000.000,00.

Kabupaten Lampung Timur telah memenuhi alokasi anggaran
dimaksud sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) hurufl [ Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus
berpedoman pada Pasal 8 hurul h Peraturan Pemerintah Nomor 109
Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Walkil
Kepala Daerah.

5] Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula
sehesar Rp58.733.635.300,00 bertambah sehesar
Rpl14.424. 782 828,00 menjadi scbesar Rp73.158.418.128,00 atau
3,12% dan total belanja dacrah sebesar Rp2.344.282.003.885,00
vang diuraikan ke dalam rincian objek belanja Tambahan
Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN.

dapat dianggarkan dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek
efektivilas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran
sesual ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemernntah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir D.16.a.1).j).(7]
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyvusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Selanjuinya. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dapat
memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai
Aparatur Sipil Negara [ASN) daerah dengan memperhatikan juga
kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD,
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta berpedoman pada
Peraluran Pemernnlah, dan dalam hal belum adanya Peraturan
Pemerintah mengenai TPP, Bupati dapat memberikan TPP bagi ASN
setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Dalam rangka tertib adminisirasi dan kepastian pemberian
Tambahan Penghasiian Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara, maka
Pemerintah Daerah tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan
kepada Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan
besaran nominal alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai kepada
Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan
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Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara Tahun
Anggaran 2022,

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan ObjekUirl Lainnya
ASN semula scbesar Rpl82.447.931.316,00 berkurang sebesar
Kpl1533.372.702,00 menjadi sebesar RplB2.601.304.018,00 atau
7,78% dari total belanja daerah scbesar Rp2.344.282.003.885,00
yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

aj Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar
Kp2.923.650.000,00;

b| Belanja Insentil bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah
sebesar Rp238.625.977,00:

¢) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD scbesar
Rp157.980 459,000,00:

d| Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Gura PNSD sehesar
Rp3.111.350.000,00;

e] Belanga Honorarium semula sebesar Rpl1.842.310.000,00
berkurang  sebesar RpB881.460.000,00 menjadi  schesar
Rpl10.960.850.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek
belanja:

(1) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
semula scbesar Rpl0.998.120.000,00 berkurang sebesar
Rp&45.800.000,00,00 menjadi sebesar Rp10.152.320.000,00;

(2) Belamja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa semula sebesar
Rp844.190.000,00 berkurang sebesar Rp35.660.000,00
menjadi sebesar Rp808.530.00000;

dapat dianggarkan sesuai ketentuan ;

a) Pasal 6 ayat (1) huraf b Peraturan Pemermtah Nomor 69 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif
pajak dacrah dan retribusi daerah.

Selanjutnya, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana
Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan
Khusus Guru ASN Dacrah di Dacrah Khusus yang bersumber
dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik,
insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif
dan/alau lunjangan kepada pejabal atau pcgawan berupa
belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu
penghitungan  dalam  kriteria  tambahan  penghasilan
berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana
maksud butir D. 16.a.1).j).(8) Lampiran Peraturan Menten Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023,
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Berkaitan dengan itu, pemberian insentif pajak daerah dan
reiribusi daerah hanya dapat diberikan kepada penerima
ingentif sebagaimana diamur dalam Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberiaan dan Pemanfaatan Insentil Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, apabila terlibat dalam kegiatan
permungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam
pelaksanaannya berdasarkan kepatutan, kewajaran dan
rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab,
kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektil daerah.

b) Pasal 2 avat (1| dan Pasal 51 avat (5} Peraturan Pemeriniah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir

D.16.a.1).j).19) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
B4 Tahun 2022 tentang Pedoman Penvusunan APBD Tahun
Anggaran 2022 untuk honorarium dengan tetap memperhatikan
prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dalam
pencapaian sasaran program dan kegiatan sesual dengan
kebutuhan dan wakiu pelaksanaan kegiatan dalam rangka
mencapai target kinerja Kegiatan dimaksud serta standar harga
satuan yvang ditetapkan oleh Bupalti.

c] Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelavanan Keschatan dan
Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Keschatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah wuntuk Belanja Jasa
Pelavanan Kesehatan.,

b. Belanja Barang dan .Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula schesar
Rp452.999,693.725,00 bertambah sebesar Rp53.357.721.787.00
menjadi sebesar Rp506.357.415.512.00 atau 21,60% dari total belanja
daerah sebesar Rp2.344.282.003.885,00 harus digunakan untuk
pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 [dua
belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual
kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program,
Kegiatan dan sub kematan Pemenntahan Daerah guna pencapaian
sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada OPD terkait
dengan memperhatikan aspek efekuvitas, efisiensi, kepatutan dan
kewajaran penggunaan anggaran sesual ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan
Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir D.16.a.2).a)] Lampiran
Peraturan Mentern Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Penyvediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa vang antara lain
tercantum pada objek:



-

1} Belanja Barang semula sebesar Rp76.961.763.148,00 bertambah
sebesar Rpd45.880.394 .00 menjadi sebesar Rp77.407.643.542,00

atau 3.30% dari total belanja daecrah schesar
Rp2.344.282.003.885,00 yvang diuraikan ke dalam rincian objek:
a) Belanja Harang Palcat Habhis semula sehesar

Rp76.961.763.148,00 bertambah sebesar Rp445.880.394,00
menjadi sebesar RpT7.407.643.5042,00 atau 3,30% dari lotal
belanja daerah sebesar Rp2.344.282.003.835,00 yang antara
lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

{1) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula scbesar
Rp4.161.228.000,00 berkurang sebesar Rpd3.435.200,00
menjadi sebesar Rpd. 127,792 800,00:

|2} Belanja Alat/Bahan untuk RKegiatan Rantor-Alat Tulis Kanlor
semula scbesar Rp4.709.887.700,00 bertambah scbesar
Rp284.4785.485,00 menjadi scbesar Rp4.994 3606.185,00;

(3] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
semiila sebesar Rpl12.736.842.186,00 berkurang schesar
Rp404.492.000,00 menjadi sebesar Rp12.332.350.186,00;

|4} Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
semula sebesar Rp469.300.000,00 berkurang sebesar
Rp7.970.000,00 menjadi sebesar Rp461.330.000,00;

(5] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
semula sebesar Rpl.014.499.173,00 bertambah sebesar
Rp78.764.400,00 menjadi sebesar Rpl1.093.263.573,00;

(6] Belanja Alat/Bahan untuk Kegialan Kantor-
Suvenir/Cendera Mata semula sebesar Rp363.650.000,00
berkurang sebesar Rp57.000.000,00 menjadi sebesar
Rp306.650.000,00

7] Belanja Obat-Obatan-Obat semula sebesar
Rp2.849.259.298,00 bertambah secbesar Rp366.199.009 00
menjadi sebesar Rp3.215.458.307,00:

(8) Belanja  Makanan dan Minuman Rapat semula
sebesar Rp21.096.871.000,00 berkurang sebesar
Rp1.385.485.00000 menjadi sebesar Rp19.711.386.000,00:

(9} Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu semula
sebesar Ep3.550.544.100,00 bertambah sebesar
Rp483.657.000,00 menjadi sebesar Rp4.034.201.100,00:

(10} Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayvanan
Urusan Keschatan sebesar Rp10.857.000,00;

(11] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan semula
sebesar RpRO5.060.000,00 bertambah sebesar
Rp74.560.000,00 menjadi sebesar Rp969.620.000,00:

(12) Belanja Pakainn Dinas Harian (PIYH)

sebesar
Rp429.750.000,00:
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(13} Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) schesar
Rp165.000.000,00;

(14) Belanja Pakaian Balik Tradisionai scmula schesar
Rp630.000.000,00 bertambah scbesar Rp25.650.000,00
menjadi sebesar Rpb55.650.000 00;

dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya disesuaikan
dengan kebuluhan nyala vang didasarkan atas pelaksanaan lugas
dan fungsi OPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan seria
memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran
2022 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan adminisiras:
dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai Pasal 9
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah, scbagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 avat (1)
Peraluran Pemerinlah Nomor 12 Tahun 2019 lentang Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Dacrah, scbagaimana maksud D.16.a.2}).c).{1).{a] Lampran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B4 Tghun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran vang tercantum pada Belanja
Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar
Rp3.066.294.300,00;

Dianggarkan dalam rangka mclaksanakan program, kegiatan dan
sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Bupat:
yvang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam RKPD seria
memperhatikan  asas  kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan
efekiifitas dalam pencapailan sasaran program, kegiatan dan sub
kegratan guna mencapai target kinerja vang ditctapkan sesuai
ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
lentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud butir
.16.a.2).c).(1}.{b) dan butir D.16.a.2}.c).(1).[c) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Selanjutnya, Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan
kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar
harga beli/bangun atas barang vang akan diserahkan kepada
masyarakat /pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait
langsung  dengan  pengadaan/pembangunan sampai  siap
diserahkan,

Belanja Jasa semula scbesar Rpl46.221.050.397.00 bertambah
sebesar Rp38.523.686.862,00 menjadi schesar
Rp184.744.737.259,00 atau 7,88% dari total belanja daerah sebesar

Rp2.344.282.003.885,00 yang antara lain diuraikan ke dalam
rincian objek:



a) Belanja Jasa Kantor semula scbesar Rpl08.216.112.902,00
bertambah sebesar Rp7.003.689.958,00 menjadi sebesar
Rpl115.219.802.860,00 atau 4,91% dari total belanja daerah
schesar Rp2.344.282.003.885,00,

Selanjutnya, Belanja Jasa Kantor antara lain diuraikan ke dalam
sub rincian objek belanja:

(1]

(2]

3)

(4]

15)

&)

(7}

(8)

19}

(10)

(11)

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,
Pembawa Acara, dan Panitia scmula schesar
Rp6.946.850.000,00 berkurang sebesar
Rpl.198.900.000,00 menjadi sebesar Rp5.747.930.000,00;

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sckretarial Tim
Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rp5.850.510.000,00
berkurang sebesar Rp758.560.000,00 menjadi sebesar
Rp5.091.950.000,00;

Henoranmum  Penyuluhan atau  Pendampingan  semula
sebesar Rp380.040.000,00 bertambah sebesar

Rp22.260.000,00 menjadi schesar Rpd02.300,000,00;

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah,
Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website semula
sebesar Rpl.905.580.000,00 berkurang scbesar
Rp469.170.000,00 menjadi sebesar Rp1.436.410.000,00;

Belanja Jasa Tenaga Pendidikan semula sebesar
Rp&.706.000.000,00 bertambah scbhesar
Kp6.992.000.000,00 menjadi sebesar Rp [ 5.698.000.000,00;

Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula sebesar
Kpd.676.079.002,00 berkurang sebesar Rp383.325.002,00
menjadi sebesar Rp2.292.754.000,00;

Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat semula scbesar
Rp3.256.100.000,00 bertambah sebesar Rp765.060.000,00
menjadi sebesar Rp4.021.160.000,00;

Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan semula  sebesar Rpl68,300.000,00
bertambah schesar Rp15.300.000,00 menjadi sebesar
Rp183.600.000,00;

Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula sebesar
Rp13.995.800.000,00 bertambah sebesar
Rp1.631.600.000,00 menjadi scbesar Rpl15.627.400.000,00;

Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sermula sebesar
Rpl ]_'L.:I'E'I .000.000,00 berkurang schesar Rp757.050.000,00
menjadi sebesar Rpl0.633.950.000,00:

Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula sebesar
RpE.I'.EHI:I'.dIE{].[Im,Dﬂ bertambah sebesar Rp40.800.000,00
menjadi sebesar Rp2.321 .250.000,00:
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{12) Belanja Jasa Tenaga Ahli semula sebesar
Rp2.616.540.000,00 bertambah sebesar Rp205.900.000,00
menjadi schesar Rp2.822.440.000,00;

(13) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula sebesar
Rp5.199.400.000,00 bertambah sebesar Rp345.500.000,00
menjadi scbhesar Rp5.544.900.000,00;

{14} Belanja .Jasa ‘Tenaga Keamanan semula sebesar
Rp4.574.900.000,00 bertambah scbesar Rp32.100.000,00
menjadi sebesar Rpd.607.000.000,00;

(15) Belanja Jasa  Tecnaga ~ Supir scmula  scbesar
Rp1.624.092.000,00 bertambah sebesar Rpl138.492.000,00
menjadi sebesar Rpl.762.584 .000,00;

(16) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Tekneologi semula
sebesar Rp282.000.000,00 berkurang sebesar
Rp136.000.000,00 menjadi sebesar Rp146.000.000,00;

(17) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan semula
sebesar Rp1.397.800.000,00 bertambuh sebesar
Rp128.450.000,00 menjadi sebesar Rpl.526.250.000,00;

18] Belama Kawal /Faksimili/Internet /TV Berlangganan semula
sebesar Rp4.543.247.000,00 berkurang sehesar
Rpl.174.000,00 menjadi sebesar Rp4.542.073.000,00;

Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan,
kewajaran, rasionalitas dan eflektivitas dalam pencapaian
sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan scsuai dengan
kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka
mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar
harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan
Pasal 3 ayal (1] dan Pasal 51 ayal (5) Peraluran Pemeriniah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa
keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan
kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub
kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan vang diberikan
kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian profesi secara
spesifik yang ditluangkan dalam pesjanjian/penugasan dan
besarannya sesuai dengan kelenluan peraluran perundang-
undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak
lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon,
internet dan jasa-jasa lainnya scbagaimana maksud butir
D.16.a.2).c).(2).1a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2023,

Belanja luran Jaminan/ Asuransi semula sebesar
Rpl?.ﬂ?ﬁ.ﬂ?ﬂ.ﬁzﬂ.ﬁﬂ' bertambah sebesar Rp24.205.368.840.00
menjadi sebesar Rp43.233,747,460,00 atay 1,84% dari total
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belanja daecrah scebesar Rp2.344.282.003.885,00 vang antara
lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Kontribusi
Jaminan Keschatan bag PBI semula schosar
Rp14.220.295.264,00 bertambah scbesar Rp32.673.282.544 00
menjadi sebesar Rp46.893.577.808,00, dianggarkan dalam
rangka mewujudkan Umversal Health Coverage (UHC) bagi
seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Lampung Timur dengan manfaat pelavanan di ruang perawatan
kelas Il sclain peserta Jaminan Keschatan Nasional yaitu
Pekerja Penerima Upah [PPU) dan Penerima Bantuan luran [PBI).
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur wajib
melakukan  integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan
Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan
keschatan bagi seluruh penduduk, sebagaimana dimaksud butir
D.16.a.2).c).2).(b).v.viii]) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 20023,

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten
Lampung Timur tidak diperkenankan mengelola sendiri
(sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnva
dengan manfaat vang sama dengan JKN, termasuk mengelola
sebagian Jaminan Keschatan Dacrahnya dengan skema ganda
sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).vi Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran yang tercantum

pada:

(1) Belanja haran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP
Kelas 3 semula sebesar Rpl1.257.680.000.00 bertamhbah

sebesar Rp26.919.060.000,00 menjadi sebesar
Kp38.176.740.000.00;

(2) Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN semula
scbesar Rp10.139.400,00 bertambah sebesar Rp393.000,00
menjadi sebesar Rp10.532.400,00;

(3) Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
semula scbesar Rpl05.603.120,00 bertambah  sebesar
Rpl1.540.640,00 menjadi sebesar Rp117.143.760,00;

(4) Belanja Turan Jaminan Kematian bagi Non ASN semula
sebesar Rp127.759.500,00 bertambah sebesar
Rpl6.770.300,00 menjadi sebesar Rp144.529.800,00.

dapat dianggarkan untuk Belanja luran Jaminan Kesehatan,
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Belanja luran
Jarminan Kematian bagi pekerja/pegawai  vang menerima
Eaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah
[FNPNSD) yang dipekerjakan melahai perjanjian kerja/kontrak
sebagar  perlindungan  keschatan, perlindungan atas risiko
kecelakaan kerja atau penvakit akibat kerja berupa perawatan,
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santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas
risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan
kematian scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sebagaimana maksud butir D.16.a.3).¢].(2).(b).v,
D.16.a.2).c).{2).(b).vi, D.16.a.2).c){2).(b).vii, D.16.a.2).c).(2).(d],
dan D.16.a.2).c).[2).[¢) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula sebesar
Rp2.107.780.518,00 bertambah sebesar Rp232.867.164,00
menjadi sebesar Rp2.340.648.012,00 atau 0,10% dari total
belanja daerah sebesar Rp2.344 282,003 885,00 yang antara
lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

[a] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang semula
Rp483.200.000,00 bertambah sebesar Rpl77.100.000,00

menjadi sebesar Rp660.300.000,00;

(b} Belanja Sewa Rendaraan Bermotor Angkutan Barang
semula sehesar Rp0.00 bertambah sehesar
Rp51.282.000,00 menjadi scbesar Rp51.282.000,00;

[c}] Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya [(Home Use)
schesar Rp4B3.714.000,00 bertambah sebesar
Rp94.757.000,00 menjadi sebesar Rp578.471.000,00;

(2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan scrnula sebesar
Rpl.454.990.000,00 berkurang sebesar Rp761.730.000,00
menjadi sebesar Rp693.260.000,00 atau 0,05% dari total
belanja daerah scbesar Rp2.344.282.003.885,00 vang antara
lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

{a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
semula sebesar Rp483.000.000,00 bertambah sebesar
Rp2.500.000,00 menjadi sebesar Rp485.500.000,00;

(b} Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/ Tempal
Feristirahatan  semula  sebesar  Rpl07.490.000.00
bertambah sebesar Rp270.000,00 menjadi sebesar
Rp107.760.000,00:

[}) Belanja  Sewa Aset Tetap Lainnya semula sebesar

Rp112.300.000,00 berkurang sebesar Rp37.000.000,00 menjadi
sebesar Rp75.300.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah
sebesar Rp2.344.282.003 885,00 vang antara lain diuraikan ke
dalam sub rincian Belanja Sewa Alat Musik semula sche SaT
Rp#7.500.000,00 berkurang sebesar Rp37.500.000,00 menjadi
sebesar Rp50.000.000,00

dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya disesuaikan
:Ienganl k.-fhutuhan nyata pada masing masing kegiatan dengan
memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik

daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah



e i i

terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud
tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan
kewajaran  serta penghematan penggunaan  anggaran
schbagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada
standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga
sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta
maksud butir D.16.a.2).¢).(d).{f] Lampiran Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:
(1) Belanja Jasa Konsultans: Konstruksi semula sebesar
Rp5.413.256.000,00 berkurang sebesar Rp410.876.000,00
menjadi sebesar Rp3.002.380.000.00 atau 0.21% dari total

belanja daerah sebesar Rp2.344.282.003.885,00 vang antara
lain tercantum pada:

{al Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-lasa
Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik semula sebesar
Rp330.100.000,00 berkurang sebesar Rp36.000.000,00
menjadi sebesar Rp494. 100.000,00;

(b) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa
Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air sebesar
Ep3.345.000.000,00 berkurang sebesar Rp80.000.000,00
menjadi sebesar Rp3.265.000,000,000;

(c} Belanja Jasa RKonsultansi Perencanaan Penataan Ruang-
Jasa Perencanaan Wilayah semula sebesar
REp445.000.000,00 berkurang sebesar Rpl30.000.000,00
menjadi sebesar Rp315.000.000,00;

(d) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur semula
sebesar Epl33.928.000,00 berkurang sebesar
Rpl.528.000,00 menjadi sebesar Rpl132.400.000,00;

(¢| Belanja Jasa Konsultansi Lainnya Jasa Konsultasi
Lingkungani semula sebesar  Rp460.000.000,00
berkurang sebesar Rp70.000.000,00 menjadi sebesar
Rpda0.000,000,00;

(2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula sebesar
Rpl.160.489.300,00 berkurang sebesar Rp365.000.000,00
menjadi sebesar Rp795.489.300,00 atau 0,03% dari total
belanja daerah sebesar Rp2.344 282.003.885,00 yvang antara
lain tercantum pada:



-T9 -

Dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya
dilakukan secara selektil, efisiensi dan efektivitas
penggunaan anggaran dacrah serta tertib anggaran dan
administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi,
kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi
narasumber, kualitas  advokasi dan pelayanan
penyelenggara seria manfaat vang akan diperoleh bagi
pejabat daerah dan stal Pemerintah Daerah, pimpinan dan
anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan
sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).{i).iii Lampiran
Peraturan Menterni Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
ientang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,
Selanjutnya, penyediaan anggaran yang lercantum pada
Kegiatan Perungkatan Kapasitas DPRD  semula sebesar
Rpl10.670.336.000,00 berkurang sebesar Rp4.681.393.200,00
menjadi sebesar Rp5.988.042 800,00, dapat dianggarkan
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomer 133 Tahun 2017 lentang Onentasi dan Pendalaman
Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan  Perwakilan Rakyal Daerah  Kabupatlen/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 Tahun 2018, Pembiayaan dan Pelaksanaan
Kegalan lersebul agar berpedoman kepada Surat Kementerian
[alam Negeri Nomor 188.1 /8808/5.J tanggal 22 Oktober Tahun
2018 perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2018 tentang Penyvusunan Tata Tertib DPRD Provinsi,
Kabupaten/Kota sesual maksud butir D.16.a.2).c).|2).(1).i
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023,
Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau
sejenisnya  tersebul diselenggarakan di luar daerah harus
dilakukan sccara sangat selcktif dengan mempertimbangkan
aspek-aspek wurgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan
substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan
pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari
kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis
atan scjenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran dacrah.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah dapat
menyelenggarakan pendidikan dan pelatthan, bimbmgan teknis,
sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam
rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi
SDM Aparatur atau scjenisnya di luar wilayah  provins:/
kabupaten/kota yang bersangkutan secara selektil sepanjang
terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber dava
serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan ietap
memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan
Corana Virus hsease-19 sesual maksud butir
D.16.a.2).c).(2).(i).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Neger
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Nomor B4 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2023.

Selanjulnya, dalam rangka beradaptasi dengan penerapan
tatanan normal baru, produktif dan aman Corona Virus Dizease
19 di berbagai aspek kehidupan dan pemanfaatan tecknologi
informasi serta efisiensi pembiayaan dalam kegiatan kedinasan
seperti konsultasi, rapal, pendidikan dan pelatihan, bimbingan
teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi
dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan
kompetensi SDM Aparatur atau  sejenis  lainnya  dapat
dilaksanakan secara virfual maupun hybrid sesuai maksud butir
D.1b.a.2).cl.(2).{1).v. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyvusunan APBD
Tahun Anggaran 2023,

3} Belanja Pemeliharaan semula sebesar Rpl4.694.523.549.00
bertambah  sebesar Rp2.205.1B4.410,00 menjadi sebesar
Rpl6.989.707.959,00 atau 0,72% dari total belanja daerah sebesar
Rp2.344.,282.003.885,00 yang antara lain diuraikan ke dalam
rincian objek:

al Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula sebesar
Rp8.855.739.638,00 bertambah sebesar Rp892.877.900,00
menjadi sebesar Rp9.748.617.538,00 atau 0,42% dari total
belanja daerah sebesar Rp2.344.282.003.885,00 vang antara
lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

(1) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula
sebesar Rp3.144.290,500,00 bertambah sebesar
Rp776.684.800,00 menjadi sebesar Rp5.920,975.300,00;

(2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang semula sebesar
Kp611.650.000,00 bertambah sebesar Rp96.150.000,00
menjadi sebesar Rp707 800,000, 00;

(3] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus aeherar
Rp165.340.000,00;

(4] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal
Compuler semula sebesar Kpllo.U70.000,00 berkurang
sebesar Rp3.650.000,00 menjadi sebesar Rp112.420.000,00;

(5] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-
Peralatan Personal Computer semula sebesar
Rp30.360.000,00 berkurang scbesar  Rpl.380.000,00
menjadi sebesar Rp28.980.000,00;

(6) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-
Peralatan Jaringan semula sebesar Rp1.590.000.000,00
berkurang  schesar Rp50.000.000,00 menjadi  sebesar
Rp1.540.000.000,00.
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b} Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula sebesar
Rp4.354.017.341,00 bertambah sebesar Rpl.689.351.165,00
merjadi scbesar Rpb.043.368.506,00 atau 0.26% dari total
belanja daerah sebesar Rp2.344 . 282.003.885,00 vang antara
lain tercantum pada:

(1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
Tempal Rerja-Bangunan Gedung Kantor semula sebesar
Rp3.245.868.000,00 berkurang scbesar RpbB8.519.674,00
menjadi sebesar Rp2.557.348.326,00;

(2] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan semula scbesar
Rp811.941.341,00 bertambah sebesar Rp2.674.078.839,00
menjadi sebesar Rp3 . 486.020. 180,00,

(3] Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda
Batas-Pagar semula scbesar Rp296.208.000,00 berkurang
sebesar Rp296.208.000,00 menjadi sebesar Rp(,00.

c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula
sehesar Rpl.384.766.570,00 berkurang sebesar
Rp287.044.655,00 menjadi sebesar Rpl1.097.721.915,00 atau
0,05% dauri total belanja daerah sebesar
Rp2.344.282.003.885,00 yang antara lain tercantum pada:

(1) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan
Kabupaten schesar Rpl1.078.971.915,00;

(4] Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air
Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air sebesar
Rpl18.750.000,00;

Dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya tetap
memperhatikan  aspek  efektivitas, efisiensi, kepatutan dan
kewajaran scrta penghematan penggunaan anggaran dan
disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing
kegiatan sesuail ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tanun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah.

Pengangegaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa
pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan
pemeliharaan barang, schagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat
1) dan ayat {2) Peraturan Pemerintah Nomeor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
dan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir
D.16.a.2).c).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
B4 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023,
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4) Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar RpbHh4.364.472.100,00
berkurang sebesar Rp2.554.422.000,00 menjadi  sebesar
Rp61.810.050.100,00 atau 2,64% dari total belanja daerah
scbesar Rp2.344,282.003.885,00.

Selanjutnya, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri antara lain
diuraikan ke dalam sub rincian objek:

(1) Belanja Perjalanan  Dinas  Biasa semula  sebesar
Rp27.962.995.000,00 bertambah sebesar Rp979.268.000,00
menjadi sebesar Rp28,942.263.000,00;

(2) Belanja Perjalanan Dinas Tetap semula  scbesar
Rp28.200.000,00 berkurang sebesar Rpb. 200,000,000 menjad
sebesar Rp22.000.000,00,

(3) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota semula scbesar
Rp34.711.752.100,00 berkurang schesar Rp3.006.320.000,00
menjadi sebesar Rp31.705.432.100,00,

(4) Belanja Perjalanan Dinas Pakel Meeting Dalam Rola scmula
sehesar Rp758.945.000,00 berkurang sebesar
Rp189.020.000,00 menjadi scbesar Rp569.925.000,00;

(5] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota semula
sebesar Rp902.580.000,00 berkurang sebesar
Rp332.150.000,00 menjadi sebesar Rp570.430.000,00;

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas,
efisiensi, kepatutan dan kewajaran scria penghematan penggunaarn
anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-
masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayal (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan dalam pelaksanaannya juga haras dilakuikan
untuk hal-hal yang mempunyai priorilas unggi dan penting,
dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah han
dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari
perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi
kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara
rransparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.
Standar satuan biayva untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai
dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan, dengan
berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir
D.16.a.2).c).14) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023.

Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket meecting
dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas
dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di
dalam kola pada Pemenntah Daerah penyelenggara dan dilnayas
seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penvelenggara maupun vang



- B3 -

dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota
Pemerintah Dacrah peserta dan biaya perjalanan dinasnya
ditanggung oieh Pemerintah Daerah peserta sesuai maksud butir
D.16.a.2).c).(4).la).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas
paket meeting luar kota digunakan untuk menganggarkan
perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang
dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daecrah penvelenggara
dan dibiayai seluruhnya oleh Pemenniah Daerah penyelenggara,
serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan
biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah
peserta  sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(4).(a).v Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Berkaitan dengan itu, penyvediaan anggaran belanja perjalanan
dinas ke luar negeri dapat dianggarkan uniuk kegiatan vang bersifat
urgenl dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten
Lampung Timur, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama
antara Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan pihak luar
negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada
Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas
Ke Luar Negeri dan Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 29
Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi
Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Dacrah, kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan
Anggota DPRD.

Dalam rangka mencegah terjadinya penularan COVID-19 di
Indonesia, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar
menunda pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri, kecuali
kegatan yvang bersifat urgent sebagaimana dimaksud Surat Menteri
Dalam Negeri Nomor 099/6937/SJ tanggal 6 Desember 2021
tentang Imbauan Menunda Perjalanan ke Luar Negeri.

Selain itu, penyediaan alokasi anggaran perjalanan dinas pada:
a) Sekretariat Daerah semula sebesar Rp4.294 867.000,00
bertambah  sebesar  RpS504.725.000,00 menjadi sebesar

Rp4.799.592.000,00 atau 7.82% dari total belanja pada
Sekretariat Daerah sebesar Rp61.337.428.032,00;

b) Sekretariat DPRD semula sebesar Rpl6.245.531.000.00
bertambah  sebesar Rp207.772.000,00 menjadi scbesar
Rpl16.453.303.000,00 atau 23,20% dari tota) belanja pada
Sckretariat DPRD sehesar Rp70.923.470.709 00

ﬁgalr dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas.
efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan
anggamn dan disesuaikan dengan kebutuhan nvata pada masing-
masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1}
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan
untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana
tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS vang meonunjang
pencapaian Priortas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesual
dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam
penerapan tatanan normal bara, produktil dan aman COVID-19 di
berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, Kesehatan,
sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka
penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga /Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp4.170.381.516,00
bertambah  scbesar  Rp245.950.000,00 menjadi  schesar
Rp4.516.331.516,00 atau 0,19% dari total belanja dacrah scbesar
Rp2.344.282.003.885,00 yang hanya diuraitkan ke dalam rincian
objek Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/ Masyarakat Rp3.009.293.000,00 yang diuraikan ke dalam sub
rincian objek Belanja Hadiah vang Bersifat Perlombaan sebesar
Rp326.493.000,00 dapat dianggarkan dacngan pelaksanaannya
tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan
kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan sesual
ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomeoer 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran tersebut hanya untuk
pembernian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau
penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masvarakat,
penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibal penggunaan
tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan
proyek strategis nasional dan non provek strategis nasional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
I'ransgler ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Vang penggunaannva
sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c|.(5).(a) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 20322 tentang
Pedoman Penvusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

¢. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

1) Penganggaran Belanja Hibsah semula sebesar
Hpﬂﬁl.ﬁ?ﬂ.ﬂ-?].llﬂ.ﬂﬂ bertambah sebesar Rp41.414.701.935,00
menjadi sebesar Rp293.293.123.053.00 atau 12,51% dari total

belanja :ﬂﬂff‘l‘ﬂ_h sebesar Rp2.344.282.003.885,00 vang diuraikan ke
dalam rincian objek belanja:
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a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula sebesar
Rp20.629.426.408,00 bertambah sebesar Rp826.000.000,00
menjadi scbesar Rp21.455.426,408,00 vang diuraikan ke dalam
sub rincian objek Belanja:

a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar
Rpl11.481.745.080,00;

b. Belanja Hibah Barang kepada Pemenntah Pusat sebesar
Rp9.973.681.328,00,

b) Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan
vang Berbadan Hukum Indonesia sebesar
Rp2U7.649.608.750,00 bertambah scbhesar
Rp39.866.201.935,00 menjadi sebesar Rp247.515.810.685,00;

(1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga vang Bersifal
Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan

Peraturan Perundang-Undangan semula scbesar
Epl142.394.967.623,00 bertambah sebesar
Rp45.808.359.663,00 menjadi sebesar

Rpl88.203.327.286,00;

(2) Belanja Hibah kcpada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarcla
dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
sebesar Rp2.575.340.400,00, yang diuraikan ke dalam sub
rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga
Nirlaba, Sukarcla dan Sosial yang Telah Memiliki Surat
Keterangan Terdaftar sebesar Rp850.500.000,00 dan sub
rincian objek Belanja Hibah Barang kepada Badan dan
Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial vang Telah Memiliki
Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rpl1,724.840.400,00:

(3] Belanja Hibah kepada Badan dan Lembags Nirlaba, Sukarela
Bersifat  Sosial Kemasyarakatan  scmula  sebesar
Rp62.755,071,027,00 berkurang sebesar
Rp6.017.928.028,00 menjadi sebesar Rp56.737.142,999 00:
yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah
Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat
Sosial Kemasyarakatan sebesar Rpl.432.000.000.00 dan
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,
Sukarela  Bersifat  Sosial Kemasyarakatan  sebesar
Rp55.305.142.9499 00;

(4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Parta Palitik
sebesar Rp1.253.185.960,00,

2] Bantuan Sosial semula sebesar Rp3.726.572.500,00 berkurang

scbesar Rp245.636.031,00 menjadi sebesar Rp3.480.936,469.00

atau 0,15% dari total belanja daerah sebesar

1 dﬂ.lﬂ
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a) Belanja Bantuan Sosial kepada individu semula sebesar
Rp3.435.031.500,00 berkurang sebesar Rpl83.141.731,00
menjadi sebesar Rp3.249.889.769,00.

b} Belanja Bantuan Sosial kepada keluarga semula sebesar
Rp291.541.000,00 berkurang sebesar Rp60.494.300,00 menjadi
sebesar Rp231.046.700,00.

4. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula Rp214.541.704.076,00
bertambah sebesar Rpl13.388.973.107.00 menjadi sebesar
Rp227.930.677.183,00 atau 972% dan total belanja daerah sebesar
Rp2.344.282.003.885,00 agar penganggaran dipniontaskan uantuk
pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana vang terkait
langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan
ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b. Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 lenlang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 20623,

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pengadaan aset tctap dan asct lainnya vang
memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dan 12 (dua belas)
bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas
minimal kapitalisasi assef, berwujud, biaya perolehan asel tetap dapat
diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operas:
normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk
digunakan sesuai ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud
butir D.16.b.3) dan butir D.16.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anpparan 2023.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada
perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan
memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan lungsi OPD serta
ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnva, perencanaan
kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi OPD
dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik
daerah yang baru (new initiative] dan angka dasar (baseline) serta
penyusunan RKA-OPD.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman padza
standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penctapan
standar kebutuhan oleh Bupali sesuai amanat Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
['"!f:gam,.-’ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b.9) Lampiran Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 lentan
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, g Pedoman
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Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik dacrah terdapat
perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak,
perubahan kontrak dilaksanakan dengan kelentuan penambahan nilai
kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga vang
tercantum dalam Kontrak awal, scbagaimana diamanatkan Pasal 54 ayal
(2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/.Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

a. Belanja Modal Peralatan dan  Mesin @ semula  schesar
Rp26.031.282,571,00 berkurang sebesar Rp734.256.047,00 menjadi
sebesar Rp25.297,026.524,00 yvang diuraikan ke dalam objek:

1| Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp18.000.000,00 atau 0,00% dari
total belanja dacrah sebesar Rp2 344 282 .003.885,00,

2] Belanja Modal Alat Angkutan semula sebesar Rp2.368.412.900,00
berkurang sebesar Rpl.727.412.90000 menjadi scbesar
Rp641.000.000,00 atau 0,03% dar total belanja daerah sebesar
Rp2.344 282 003 885,00 yang diuraikan ke dalam objek:

(1} Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang schesar
Rp591.000.000,00;

(2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar
Rp50.000.000,00;

Belanja Modal Alat Pertanian semula sebesar Rp306.700.000,00
berkurang  scbesar  Rpl55.000.000,00 menjadi  sebesar
Rpl51.700.000.00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar
Rp2.344.282.003.885,00;

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula schesar
Rp3.806,426.980,00 bertambah sebesar Rp761.435.860,00
menjadi sebesar Rp4.627.862.840,00 atau 0,20% dari total belanja
daerah sebesar Rp2.344.282.003.885,00 vang diuraikan ke dalam
rincian objek:

a) Belanja Modal Alat Kantor semula sebesar Rp1.860.361.180,00

bertambah  sebesar Rp14.454.260,00 menjadi sebesar
Rp1.874.815.440,00:

b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga semula schesar
Rpl._??q.EErﬁ.BDﬂ.m bertambah sebesar Rp722.981.600.00
menjadi sebesar Rp2.497.347 .400.,00:

9] Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar semula
sebesar Rp975.482.255 00 berkurang sebesar Rp627.000.000.00
menjadi sebesar Rp348.482.255,00 atau 0.01% dari total belanja

daerah sebesar Kp2.344.252.003.885.00 yang antara lain diuraukan
ke dalam rincian objek;

3

4

| Sl

a] Belanja Modal Alat Studio semula sebesar Rp359.822.255 00

- - i m
Rp332.822.255,00 enjadi  sebesar
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bl Belanja Medal Alat Komunikasi sebesar Rpl15.660.000,00 yang
diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat
Komunikasi Telephone.

B) Belanja Modal Komputer semula sebesar Rp3.334.194.300,00
berkurang  schesar Rp325.313.100,00 menjadi  sebesar
Rp3.008.881.200,00 atau 0,13% dari total belanja daerah sebesar
Rp2.344.282.003.885,00 yang diuraikan Ke dalam rincian objek:

a} Belanja Maodal Komputer Unit semula sebesar
Rp2.661.572.000,00 berkurang sebesar Rp250.757.400,00

menjadi sebesar Rp2.410.814.600,00.

bl Belanja Modal Peralatan Komputer semula scbesar
Rp672.622 300,00 berkurang sebesar Rp74.555.700,00
menjadi sebesar RpS98.066.600,00.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula  sebesar
Rp63.395.519.571,00 bertambah sebesar Rpl0.509,.796.680,00
menjadi sebesar Rp73.905.316.251,00 atau 3.15% dari total belanja
daerah sebesar Rp2.344.282.003.885,00 yang antara lain diuraikan ke
dalam objek Belanja Modal Bangunan Gedung yang antara lain
diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung
Termnpat Kerja secmula scbesar Rp62.836.404.17 1,00 bertambah sebesar
Rpl10.850.307.080,00 menjadi sebesar Rp73.686.716.251,00
Selanjutnya, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja antara
lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

{1} Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor schesar
Rp25.576.599.839,00;

[2) Belanja Modal Bangunan Laboratorium sebesar Rp300.000.000,00:

(3) Belamja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar
REp30.568.53H.388,00:

(4) Belanja Modal Taman sebesar Rp3.360.613.400,00.

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sehesar
Rpl09.763.287.934,00 bertambah scbesar Rp3.375.086.474,00
menjadi sebesar Rp113,138.374.408,00 atau 4,83% dari total belania

daerah scbesar Rp2.344.282,003.885,00 yang diuraikan ke dalam
objek:

1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula sebesar
Rpl02.981.431.735,00 bertambah sebesar Rp3.296.184.264,00
menjadi sebesar Rpl06.277.615.999,00 atau 4,53% dari total

belanja daerah sebesar Rp2.344 282.003.885.00 vang diuraikan
pada rincian ohjek:

a) Belanja Modal Jalan sebesar Rp91.919.200 604,00;
B} Belanja Modal Jembatan sebesar Rpl4.358.325,395,00:
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2) Belanja Modal Instalasi semula sebesar Rp7.950.000,00
bertambah scbesar Rp5.979.600,00 menjadi sebesar
Rpl13.929.600,00 atau 0,00% dan total belanja daerah sebesar
Rp2.344.282.003.885,00;

. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula sebesar
Rp15.351.614.000,00 bertambah scbesar Rp238.346.000,00 menjadi
schesar Rpl15.589.960.000,00 atau 0,67% dari total belanja daerah
sebesar Rp2.344.282.003.885,00 vang diuratkan ke dalam objek
Belanja Modal Bahan Perpustakaan.

Dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat
Alat-Alat Kedokteran dan iaboratorium tersebut dengan harga yang
kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
sekaligus terscdianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan
operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan
kepada masvarakat.

Helanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merapakan pengeluaran anggaran atas beban
APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta
pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial vang tidak dapat
direncanakan sebelumnya. Penggunaan Belanja Tidak Terduga tersebut
antara lain dalam rangka penanganan COVID-19 dan dampaknya serta
sesuai kketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
ientang Pengutamaan Penggunaan Alekasi Anggaran Untuk Kegiatan
Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan butir D.16.c Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula sebesar
Rpl.150.000.000,00 berkurang sebesar Rp64.196.769,00 menjadi
sebesar Rpl.085.803.231,00 atau 0,05% dari total belanja daerah
sebesar Rp2.344.282.003.885,00 dapat dianggarkan dengan dihitung
secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran
2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnyva tidak
dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah
daerah, serta amanal peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan
Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Transfer

Penyediaan  anggaran  Belanja  Transfer  semula sebesar
Rp413.106.823.100,00 bertambah  sebesar Rpl7.604.658.674,00
menjadi sebesar Rp430.71 1.481.774,00 atau 18,37% dari total helﬂ_’t'tja
daerah sebesar Rp2.344.282.003.885.00 yang diuraitkan pada:
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4, Belanja Bagi Hasil semula sebesar Rp8.372.430.000,00 bertambah
sebesar Rp2.162.063.485,00 menjadi sebesar Rp10.534.493.485,00
atau 0,45% dari total belanja daerah sebesar
Rp2.344.282.002.885,00 yang diuraikan antara lain ke dalam
rincian objek yaitu:

1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
sebesar Rp9.744.032.835,00 atau 12,16% dari tolal pendapatan
pajak daerah sebesar Rp80. 100.000,000,00;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil
Pajuk Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar
10% (sepuluh persen) dari Pajak Daecrah, scbagaimana
diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2014 dan butir D.16.d.2).a)(8) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 834 Tahun 2022 lentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

2] Belanja Bagi Hasil Retribusi Dacrah Kepada Pemerintahan Desa
schesar Rp790.400.050,00 atau 14,05% dan lotal pendapatan
retribusi daerah sebesar Rp3.624.300.000,00;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil
Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit
scbesar  10%  (scpuluh  persen) dari  Retribusi  Daerah,
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan butir
D.16.d.2).a).i18) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2023,

b. Belanja Bantuan Keuangan semula sebesar Rp404.734.393,100,00
bertambah  sebesar Rpl15.442.595.189,00 menjadi scbesar
Rp420.176.988.289,00 atau 17,92% dari total belanja daerah sebesar
Rpl.344.282.003.885,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek
yailu Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi alau
Kabupaten/Kota kepada Desa yang dirinci ;

1} Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau
Kabupaten/Kota kepada Desa semula sebesar
Rp403.684.393. 100,00 bertambah schesar
Rp15.782.595.189,00 menjadi sebesar Rp419.466.988.289,00

atau  17,89% dari total belanja  daerah  sebesar
Rp2.344.282.003,885,00;
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2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Dacrah Provinsi atau
Kabupaten / Kota kepada Desa semiula sebhesar
Rpl1.050.000.000,00 berkurang sebesar Rpd40.000.000.00
menjadi scbesar Rp710.000.000,00 atau 0,03% dari total
belanja dacrah schesar Rp2.344,282.003.885,00.

dianggarkan dalam rangka kerja sama dacrah, pcmcrataan
peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu
lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima
bantuan keuangan sesual dengan kemampuan Keuangan daerah
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan
wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecual
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, antara lain untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan
prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKFD, P-KUA dan P-PPAS
vang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional
Tahun 2023 sesuai  dengan  kewenangan — Pemerintah
Kabupaten/Kota dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi
belanja dalam pencerapan tatanan normal baru, produktif dan aman
COVID-19 di berbagal aspek kehidupan, baik aspek pemerinlahan,
kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam
rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan serta untuk memenuhi alokasi anggaran
kesehatan.

selain itu sisléem dan prosedur peéenganggaran, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam
peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Belanja
Bantuan Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam butir
D.16.d.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2023, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

C.Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah semula scbesar Rp75.887.758.158,00
berkurang sebesar Rp24.605.841.253,00 menjadi schesar
Rp51.281.916.905,00 dirinci sebagaimana Tabel 18 sebagai berikut:
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Pembiayaan Daerah
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Berdasarkan tabel di atas, kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD harus
merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional
vang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan
berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran dacrah  yang dianggarkan dalam Perubahan APBD
merupakan rencana pengeluaran daerah sesuali dengan kepastian
tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.

3. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan dianggarkan semula sehesar
Rp78.887.758.158,00 berkurang sebesar Rp24.605.841.253,00 menjadi
sebesar Rp54.281.916,905.00. Penerimaan pembiayaan tersebut terdin
dar Sisa Lebih Permitungan Anggaran Tahun Sebelumnya [SiLPA).

4. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 terdiri
dari Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp3.000.000.000,00 yang hanya
diuraikan ke dalam objek Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD), vang dapat dianggarkan dengan didasarkan pada
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal vang terlebih dahulu
menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi. Analisis
investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen
dan profesional, dan ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan
Mentern Dalam Negenn Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan butir E.3.b Lampiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Dalam hal jumlah penvertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam
peraturan dacrah dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi
jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan
madal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak perlu
melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud,

KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAU (P-RKP]
SERTA PERUDAIIAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN iP-kUA}]  DAN
PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (P-PPAS]

L. Jumlah program dan kegiatan dalam P-EKPD, P-KUA dan P-PPAS, serta
Rancangan Peraturan Daerah diuraikan dalam Tabel 19 sebagai berikut:
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Tabel 19

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS

: Jumink Alokasi KLIA: Jumilab Alokas . Jumlak Alakasi
RN | AT Anggaa (Kp) PPAS Assgiran (Fp) Foe Auggatnn (Kp)
ey 170 130 130

Program | progre e | program |

Jumlahk 23 243 93

Regatan kegiatan | 2.300.316.867.774,00 | kegiatan | 2344 282,003 885,00 | kepiatan | 2 344 282 003, 885,00
f;:‘;”"" 730 wub 7340 suls 730 subs

ksl kegimton kepiatan kegimtan

Acpgatan

2. Berdasarkan tabel di atas Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
pada P-KUA dan P-PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
lebih rendah daripada P-EKPD.

Selanjutnya, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 telah berpedoman pada HEPD sebapaimana
diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Untuk 1tu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus mengupayakan
konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari
P-RKPD, P-KUA, P-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
sesual amanat Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 Undang Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dmubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2023, Pasal
17 ayat (1} Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Pasal
43 ayal (2], Pasal BY ayat (1) dan Pasal 90 avat (3} Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Dacrah serta Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Menengah Dacrah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
[!}:r;ﬁ Fl:::;;;g{fg&mh dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

: ara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Fanjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah D
. acrah, :
Kerja Pemerintah Daerah. v e
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V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGOARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN REANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

Kesesuaian program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
sesual Ketentuan Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang tercantum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebesar Rp2.230.263.028.00
sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah sebesar

Rp2.344.282.003.885,00;

2. Jumlah program yvang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sejumlah 154 program sedangkan vang
tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Angpgaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sejumlah

130 program.

Berkaitan dengan 1tu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timmur agar
memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2021-2026 bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap
tahun dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, terutama menvangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan
dukungan terhadap prioritas nasional.

2. Perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada
hasil pengendalian evaluasi RKPD sampai dengan triwulan I1, hasil fasilitasi
Rancangan Akhir RKPD 2023 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS
Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya agar penyesuaian program
mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Utama (IKU)
dan Indikator Kinerja Dacrah (IKD) sebagaimana tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur,

V. REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan
kebijakan dan teknis penyvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
juga berpedoman kepada antara lain:

A. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
agar berpedoman kepada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah vang diatur dalam
Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten_tang Klasifikasi
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuan r
Dacrah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 TEH'L'L-IH 23;1
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nln:rm::nklﬂtu.l' Perencanaan Pembangunan : ok
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Men
900.1.15.5-1317 Tahun 2023 serta dilaksanakan

dan Keuangan Dacrah
teri Dalam NEE-EJ:‘] Nomor
secara elektronik melalui
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuni amanat Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Dacrah, scbagaimana dimaksud pada butr F.l.a Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapalan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2023,

Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Dacrah tentang Perubahan
Anggaran  Pendapalan dan  Belanjp Daerah  Tahun Anggaran 2023
mempedomani ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Dacrah, scbagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 dan Pasal 23 ayal (2],
Pasal 80 ayat (1] dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Noemaor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah serta Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Dacrah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tala Cara
Perubahan Rencana Pembangunan .Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Dacrah.

. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Tahun Anggaran 2023 maasih terdapal beberapa tahapan yang udak
sesuai  dengan  kelentuan  peraturan  perundang-undangan, untuk
selanjutnya Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar berpedoman pada
tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai
ketentuan butir F. 1.a.8).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,

Berkaitan dengan ity, terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang
tidak tercantum dalam P-RKPD dan P-KUA serta P-PPAS tidak
diperkenankan untuk dianggarkan dan dialihkan untuk mendanai Kegiatan
dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA
dan P-PPAS yvang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional
Tahun 2023 sesuni dengan kewenangan Pemerintah kabupaten Lampung
Timur dan /atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan
tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek
kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan
penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Penganggaran Pendapatan:

1. Terdapat ?elisih lebih penganggaran Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusal wyaitu pada penganggaran  DBH  sclisih  lebih  sebesar
Rp62.360.762.614,00 dan selisih lebih Insentif Fiskal sebesar
Rp35.000.000.000,00. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung T'il;mr
agar menyesuaikan anggaran tersebut berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 130 Tahun 2022 menjadi sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil menjadi sebesar Rp63.438.233.000,00

B, Dana Insentif Fiskal menjadi sebesar Rp0,00
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Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar menyesuaikan target
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sesuai ketentuan butir
C.b.bj.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 dan
Surat Gubernur Lampung Nomor 900/ 2639/V1.02 /2022 Tanggal 19 Juli
2022 tentang Penganggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah -
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi pada Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2022 dan APBD Tahun Anggaran 2023,

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus memperhitungkan
kembali penganggaran PAD sebesar Rp235.659.159.420,00 mengingat
Realisasi PAD pada tahun-tahun scbelumnya dan realisasi sampai
dengan 29 September 2023 jauh lebih rendah dar yang dianggarkan
pada Rancangan Perubahan APBD TA 2023.

Selanjutnya, dalam penganggaran Pendapatan, Pemerintah Kabupaten
Lampung Timur juga agar mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan
BPK Tahun 2022 Nomor: 32.8/LHP/XVIIL.BLP/05/2023 tanggal 16 Mei
2023 menyatakan bahwa: “Penganggaran PAD tidak rasional dan
pengendalian belanja tidak memadai serta terjadi defisit riil sebesar
Rpl155.256.168.950,61".

Hal ini juga telah disampaikan pada saat:

a. Ewvaluasi Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Lampung Timur
Tahun Anggaran 2022 melalui Keputusan Gubernur Lampung
Nomor : G/546/VI.02/HK /2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah kRabupalen Lampung Timur tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati
Lampung Timur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2022,

b. Hasil Fasililasi Rancangan Peraturan Bupali lentang Perubahan
RKPD  Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 Nomor
050/826/V1.01 /PMPEP/2023.

E. Terdapat selisih pagu belanja pada dokumen Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan dokumen
Perubahan PPAS
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Selisih lebih dapat dianggarkan apabila terdapat keadaan darurat dan
;Eperluan mendesak sesuai ketentuan Pasal 94 Peraturan Pemerintah
mor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Apabila tidak

memenuhi ketentuan tersebut maka 1T0 i 1 i
- i pagu PD dimaksud dikembalikan

Terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
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Peraturan Daerah Lampung Timur entang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupali Lampung Timur tentang
Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dialihkan untuk
mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas scbagaimana tercantum
dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah
Lampung Timur, baik aspek pemerinlahan, keschatan, sosial, ekonomi dan
penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023
Tentang Pengelolaan [Dana Bagl Hasil Perkebunan Sawit pada Pasal 30
disebutkan:

Penyaluran DBH Sawit Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut;

l. Kepala Daerah provins: dan kabupaten/kota menyusun RKP DBH Sawit
Tahun Anggaran 2023 sebagal dasar penggunasan dan penyaluran Dana
Bagi Hasil Sawit.

2. Penyaluran Dana Bag Hasil Sawit Tahun Angegaran 2023 dilakukan
secara sekaligus bagi Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah
menyampaikan RKF Dana Bagi Hasil Sawit sebagaimana dimaksud pada
huruf a kepada Menten c.qg. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,

3. Penyampaian RKP Dana Bagi Hasil Sawit sebagaimana dimaksud pada
huruf b dilakulkan paling lambat tanggal 30 November 2023,

4. Dalam hal tanggal 30 November 2023 berrepatan dengan hari libur atau
han yang diliburkan, batas waktu penerimaan sebagaimana dimaksud
pada huruf ¢ dilakukan pada hari kerja berikutnya,

2. Dalam hal Daerah provinsi dan kabupaten/kota tidak menyampaikan
RKFP Dana Bagi Hasil Sawit sampai dengan tanggal 30 November 2023
sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ atau hari kerja berikutnyva
sebagaimana dimaksud pada huruf d:

8. Penyaluran Dana Bagi Hasil Sawit dilalukan secara sekaligus paling
lambat 27 Desember 2023; dan

b. Seluruh Dana Bagi Hasil Sawit yang disalurkan sebagaimana
dimaksud pada angka | dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran
2024 dan RKP Dana Bagi Hasil Sawit Tahun Anggaran 2024,

G. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar menggangarkan kKekurangan
Eclan_?a Subsidi Terhadap Biava Penvelenggaraan Ibadah Haji / Onglos
Transit Daerah sesuai Keputusan Gubernur Lampung Nomor
/255/B.02/HK/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Subsidi
Feqlterintuh Kabupaten/Kola Terhadap Biaya Penyelenggaraan [badah
Haji/Ongkos Transit Daerah Haji Provinsi Lampung Tahun 2023

H. ;r;;m mngka penvelenggaraan pemilihan kepala dacrah serentak tahun
o tanpe.ne-nnmh Kabupaten Lampung Timur meényediakan pendanaan
gla pemilihan  bersama dengan Pemerintah Provinsi secara

proporsional sesuai behan kerja masing-masing sesuai dengan tahapan

pilkada serentak sesuai den : _
L g
Tahun 2019 iR Pt gan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 54

_ naan Kegiatan Pemilihan Gubernur B '
: » Bupat
Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja I;Jaeriin
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schbagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54
Tahun 2019 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : Nomor :
900.1.9.1/435/8J dan 900.191/5252/8] tentang Pedoman Kegiatan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupali dan Wakil Bupati, serta
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024,

Alokasi belanja pegawal sebesar REpB81.422,506.663,00 alau 30,64% diluar
tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (tambahan penghasilan guru,
tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru yang bersumber dari TKD).
Hal ini belum memenuhi ketentuan butir D.16.a.1) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negen Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023

. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar mengganggarkan Kekurangan

Pembayaran Kewajiban luran Pemda Kepada BPJS Keschatan scbesar

Rpl14.539.332.896,00 (per Agustus 2023) dengan rincian:

1. Turan Pemerintah Daerah untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah
Pemerintah Daerah sebagai Pember Kerja sebesar Rp310.722.746,00

2. Pekerja Bukan Penerima Upah Pemernintah Dacrah - Pemenntah Daerah
sebagai Penyelenggara Negara sebesar 13.241.793.000.00

3. Bantoan luran Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah
sebesar RpS540.472.800.00

4, KP Desa scbesar Rp 446.344.350,00

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan

Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahu 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi

luran Peserta PBI Jaminan Kesehatan, luran Peserta PBPU dan Peserta

Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas [11,

Dan Bantuan luran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta

Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III

Oleh Pemerintah Pusatl Dan/Atau Pemerintah Daerah,

- Terdapat selisih lebih alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi ASN
schesar Rp60.607.892,96. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus
menyesuaikan besaran alokasi anggaran luran Jaminan Keschatan ASN
sesual ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 lentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 334
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Neger
Namnrr 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Turan Jaminan I{eathatal; Eg: i
Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah. dan L-uur!i?::
D.16.a.1).j).{5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nﬂm:;r 84 Tahun
'ED..’-':E lentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Selisih
J{?:blh _rtapat dianggarkan apabila masih terdapat kewajiban &nr helm

direalisasikan pada tahun anggaran sebelumnya. e o
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L. Terdapat selisih kurang alokasi anggaran iuran jaminan Keschatan bag

M.

pimpinan dan anggota DPRD scbesar Rpd.665.589,00. Pemerintah
Kabupaten Lampung Timur harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran
iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD secsuai
ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun
2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun
2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun
2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Mentlen
Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyectoran [uran Jaminan
Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah
dan butir D.16.a.1}.j).(5) Lampiran Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor
&4 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Terdapat selisith kurang alokasi anggaran wran jarminan RKesehatan bagi
Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp917.280,00. Pemerintah Kabupaten
Lampung Timur harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran iuran
jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati sesuai ketentuan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang badan Penvelengpara Jaminan Sosial
schagaimana telah diubah Undang -undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
schagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30,
Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran luran Jaminan Kesehatan bagi
Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan
D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negerf Nomor 84 Tahun
2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Terdapat selisih kurang alokasi Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja
ASN sebesar Rpl190.758.254,27 dan selisih lebih Belanja [uran Jaminan
Kematian ASN  sebesar Rpl.474.859.628,68. Pemerintah Kabupaten
Lampung Timur harus menvesuaikan besaran alokasi anggaran Belanja
luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dan Belanja luran Jaminan Kematian
ASN sesuai ketentuan pada pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 2017 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Hagi Pegawai Aparatur Sipil Negara schagaimana telah diubah dengan
Feran._lrm‘l Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan butir D.16.a.1).j).[6)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 lentang
Fv_eduma;n Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Selisih lebik dapat
dianggarkan apabila masih terdapat kewajiban yang belum direalisasikan
pada tahun anggaran sebelumnya.

Terdapat selisih lebih alokasi Belanja Uang Representasi DPRD sebesar

Rpl59.180.000,00. Pemerintah khabupaten Lampung Timur harus

men}rve‘sum'kan besaran alokasi anggaran sesuai ketentuan Pasal 3 Peratu

;uf:mepntah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan A::Inﬁﬁiﬂlr;;

dl_rn;::;an dan Anggota Dewan Pr:lrwai-:ila_n Rakyat Daerah sebagaimana telah
u dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023,
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P. Terdapat selisih lebih alokasi Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif
Pimpinan dan Anggota sebesar Rp4.788.000.000,00, Untuk itu, Pemerintah
Kabupaten Lampung Timur harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran
alokasi Belanja Tunjangan HKomunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota
DPRD sesuai ketentuan sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (6) hurul ¢ Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyal Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional.

(). Terdapat selisih lebih alokasi Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar
Rp46.000.000,00. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur haras
menyesualkan besaran alokasi Belanja Tunjangan Reses DPRD sesuau
dengan Pasal 8 ayat (6} huruf ¢ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Admumstratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Dacrah serta Pelaksanaan dan Pertangpungjawaban Dana Operasional,

R. Terdapat selisih kurang alokasi Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
sebesar Rp302.400.000,00. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus
menyesuaikan besaran alokasi Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
sesual ketentuan Pasal 22 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratifl Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan

Keuangan Dacrah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional.

5. Tata Naskah Rancangan Peraturan Daecrah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

l. Ronsiderans Menimbang huruf a diubah merjadi:

a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan pasal 177 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tenlang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
memperoleh Persetujuan Bersama:

& s
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2. RKonsiderans Mengingal:

A. angka 9 dihapus.

b. angka 33 dmabah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor
198 /PME.O7 /2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus
Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 14/PMEK.0O7 /2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 193);

. angka 38 diubah menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi  Pemutakhiran  Klasifikasi, Kodefikasi Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan menteri Dalam
Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;

d. tambahkan:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

4) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 53 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nemor 112);

4) Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2027
Nomor 215);

3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang
;;;rggungjawahan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran

Uengan adanva pe

cl'isu-sguaiksn ::l-l;rn:::u hhfl?:fhl? :::':L:‘;m”:;n!:j“ﬂ'ﬂr:mmann}ﬂ T

3. Batang Tubuh, FRTRReAng: Undangan.

= Mz | : yang berlaku bagi pasal atau

5 pa pasal berikutnya sesuai ketentuan Undang-Undang
omor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

P‘Eﬂ.l_nda.ng-UndangEn schagaim; ;
gammana telah diubah den 3
Undang Nomor 13 Tahun 20272, PR onAng

b. Rumusan Norma Pasal 8 ayat (2} diubah menjadi:
Pasal 8

LT

5 et
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1405

(2) Pengeluaran pembiayvaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 hurul b terdiri atas penyertaan modal daerah, vaitu:

Lampiran

b.

Lampiran ll, agar dicantumkan kolom bertambah /(berkurang)

dalam bentuk Rupiah (Rp) dan Persentase (%),

Lampiran IlI.

1] Judul diubah menjadi: RINCIAN PERUBAHAN APBD
MENURUT URUSAN FEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN.

Sesuai ketentuan Pasal 10 Rancangan Peraturan Daerah

2} Pada kolom dasar hukum, cantumkan dasar hukum
perubahan / penambahan kegiatan, dan sub kegiatan, dasar
hukum perubahan/penambahan target dan indikator pada
kegiatan, dan sub |kepiatan, dan dasar hukuam
perubahan / penambahan lokasi pada kegiatan, dan sub
kegiatan, sesuai ketentuan lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Judul Lampiran [V diubah menjadi REKAPITULASI

PERUBAHAN BELANJA DAN KESESUAIAN MENURUT URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,

KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN BESERTA TARGET DAN

INDIKATOR.

Sesuai ketentuan Pasal 10 Rancangan Peraturan Daerah

[l. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun
Anggaran 2023.

Ronsideran mengingal :

a. Agar disesuaikan dengan hasil koreksi pada rancangan

peraturan daerah:

2. Batang tubuh
a. Pasal 1 tambahkan batasan pengertian atau definisi, singkatan

atau akronim yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau
beberapa pasal berikutnya sesuai ketentuan Undang-Undang
Nomeor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022,

3. Lampiran

ik,

Lampiran [

Pada pajok kanan atas halaman pertama lampira :
i piran cantumkan:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR ..., TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

b. Lampiran Il
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Kolom penjelasan, agar mencantumkan:

a)] Dasar hukum pendapatan.

b] Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenal dasar
hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja vang bersifat
khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan
sumber pendanaan sub kegiatan.

¢] Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai
dasar hukum, sumber penenmaan pemblayaan unluk
kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran
pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

Sesual ketentuan Peraturan Menter Dalam Negern Nomor 77

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah.

Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan
Bupati Lampung Timur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 vang tidak tertuang
dalam Keputusan Gubernur i, tetap harus berpedoman kepada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,

—Y

ARINAL DJUNAIDI



